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Jurusan : Ekonomi Islam
Judul :“Upaya Perbankan Syariah Dalam Pencegahan Tindak Pidana
Pencuciang Uang (Studi Pada Bank Sulselbar Syariah Cabang
Makassar).
Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana upaya PT Bank Sulselbar
Syariah Cabang Makassar dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang
serta Bagaimana startegi PT Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar dalam
mengantisipasi terjadinya tindak pidana pencucian uang yang sesuai dengan aspek
hukum yang berlaku.
Metode Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Sumber data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. pengumpulan
data menggunakan interview, dokumentasi dan observasi. untuk menganalisis data, peneliti
menggunakan metode deskriptif analisis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu upaya PT Bank Sulselbar
Syariah untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah mendeteksi
sejak dini, yaitu pada pada saat nasabah mau buka rekening dan sudah dilengkapi
dengan berbagai formulir untuk mengetahui apa pekerjaan nasabah, berapa
penghasilanya setiap bulannya dari situlah kita dapat mendeteksi dini apabila akan
terjadi tindak pidana pencucian uang nantinya.
Proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang secara umum tidak
ada bedanya dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya. hanya saja, dalam
penanganan perkara tindak pidana pencucian uang melibatkan satu institusi yang relatif
baru yaitu PPATK. Keterlibatan PPATK lebih pada pemberian informasi keuangan
yang bersifat rahasia kepada penegak hukum terutama kepada penyidik tindak pidana
pencucian uang, yaitu penyidik Polisi.
.




Sejarah perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia diawali dari
aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk memiliki sebuah
alternatif sistem perbankan yang Islami. selain itu, masyarakat meyakini bahwa
sistem perbankan syariah yang menerapkan bagi hasil sangat menguntungkan, baik
untuk nasabah dan bank.1 Secara filosofis bank syariah adalah bank yang aktivitasnya
tidak menggunakan sistem bunga, karena bunga dihukumkan sebagai suatu perbuatan
yang riba, dan riba diharamkan dalam Islam. seperti yang termuat dalam QS. Ar-Rum
(30) ayat 39:
                             
            
Terjemahnya:
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta
manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu
berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah,
Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan
(pahalanya).2
1 backupcatatankuliah.blogspot.co.id/2014/11/makalah-perbankan-syariah.html diakses pada
19:45,  Selasa, 12/1/2016
2 Mushaf Al-Azhar Al-Quran dan terjemahannya (Bandung : Jabal, 2013), h. 408
2Ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya riba tidak akan pernah sedikitpun
menambah harta kekayaan yang kita miliki, riba tidak akan memberikan
kesejahteraan ekonomi tetapi malah akan merusak sistem perekonomian.
Alasan praktisnya adalah sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional
mengandung beberapa kelemahan yaitu: transaksi bunga melanggar keadilan atau
kewajaran bisnis, tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan
kebangkrutan dan sebagainya. dan bunga inilah yang merupakan transaksi ribawi
yang sangat dilarang oleh Allah Swt.
Karekteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip
bagi hasil memberikan sistem alternatif  yang saling menguntungkan bagi masyarakat
dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang
beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam
berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulasi dalam bertransaki keuangan . Secara
hukum dan peraturan, Nampak bahwa pemerintah telah  cukup memberikan ruang
untuk berkembangnya bank syariah di Indonesia.
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan terdapat beberapa
perubahan yang memberikan peluang lebih besar bagi pengembangan perbankan
syariah. Bank Syariah lahir sebagai salah satu alternatif terhadap persoalan bunga
Bank, karena Bank Syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang beroperasi
dan produknya dengan prinsip dasar tanpa menggunakan sistem bunga dengan
menawarkan sistem lain yang sesuai dengan syariah Islam. Prinsip inilah yang
membedakan secara prinsipil antara sistem operasional Bank Syariah dengan Bank
3konvensional. Bagi Bank konvensional bunga merupakan hal penting untuk menarik
para investor menginventasikan modalnya pada suatu bank.Semakin tinggi tingkat
bunganya semakin tertarik para investor menabung. Tingkat suku bunga merupakan
unsur essensial dalam sistem perbankan konvensional. Bank Syariah yang bekerja
menggunakan sistem non bunga melalui transaksi dengan menggunakan sistem profit
and loss sharing yaitu bagi hasil keuntungan dan kerugian yang terjadi ditanggung
oleh kedua belah pihak yaitu mudharib dan shahihul maal.3
Cita negara dari Bangsa Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat
sebagaimana termaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945). Implikasi dari adanya cita negara adalah
penyelenggaraan negara baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, maupun budaya
yang diupayakan untuk mewujudkan cita negara tersebut. Untuk mewujudkan cita
negara, Penyelenggaraan Negara haruslah berdasar kepada Pancasila sebagai dasar
Negara.4
“Pancasila merupakan dasar atau basis filosofi bagi negara dan tertib hukum
bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai
yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka pandangan hidup tersebut
3 Muslimin Kara, 2005,Bank Syariah di Indonesia Analisa Kebijakan Pmerintah Indonesia
terhadap Perbankan Syariah, Yogyakarta: UII Press, Cetakan Pertama, h. 72
4 Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis tersimpul dalam alinea ke-IV
Pembukaan UUD NRI 1945. Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 tidak tercantum kata „Pancasila‟
secara eksplisit namun anak kalimat “...dengan berdasarkan kepada....” Ini memiliki makna dasar
negara adalah Pancasila.Hal ini didasarkan atas interpretasi historis sebagaimana ditentukan oleh
BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia itu disebut dengan istilah „Pancasila‟. (sebagaimana dijelaskan
Khaelan dalam Negara Kebangsaan Pancasila-Kultural,Historis,Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya,
Yogyakarta: Paradigma, 2013, h. 49.
4dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup Pancasila berakar pada
budaya dan pandangan hidup masyarakat)”.5
Mewujudkan kesejahteraan rakyat berkaitan dengan penegakan hukum dalam
suatu negara. Hal tersebut jelas dalam konsepsi negara hukum atau “Rechtsstaat”
pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara
hukum”.Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah
„rechtsstaat‟ itu mencakup empat elemen penting yaitu
1. Perlindungan hak asasi manusial.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.
Implikasi Indonesia sebagai negara hukum ialah dengan menegakkan hukum
itu sendiri, salah satunya ialah hukum pidana. Hukum pidana oleh banyak ahli
dikatakan sebagai hukum publik. Yang dimaksudkan sebagai hukum publik ialah
hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat/ pemerintah.
Maka dari itu hukum pidana memainkan perannya sebagai penyeimbang dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Pembagaian lebih lanjutnya hukum pidana secara cakupan aturan dibagi
menjadi dua bagian, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana
umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada
5 Khaelan, Negara Kebangsaan Pancasila-Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan
Aktualisasinya, Yogyakarta: Paradigma, 2013, h. 50.
5umumnya, sedangkan pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja.6
Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana umum ialah hukum yang diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan hukum pidana khusus
ialah hukum pidana yang diatur diluar dari KUHP. Sudarto berpendapat, bahwa
pembentukan undang-undang pidana khusus yang mempunyai asas-asas hukum
pidana umum tidak menghilangkan kewajiban para pelaksana hukum untuk
menghormati asas hukum “tidak ada pidana tanpa kesalahan”.
Bagian dari tindak pidana khusus yang akan dibahas adalah tindak pidana
ekonomi. Hukum pidana ekonomi menurut Andi Hamzah adalah bagian dari hukum
pidana, yang merupakan corak-corak tersendiri, yaitu corak-corak ekonomi. Beberapa
bagian dari hukum pidana ekonomi yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana
pencucian uang, dan masih banyak lagi yang terkait dengan perekonomian.7
Setelah jelaskan perbedaan antara hukum pidana umum dan hukum pidana
khusus, penulis ingin mengajak pembaca untuk melihat masalah hukum pidana
dewasa ini, terkhusus pada masalah tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau lebih
dikenal sebagai “money loundering”. Istilah pencucian uang atau money loundering
telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli
perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya.8 Investasi terbesar
adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut Laundromats yang ketika itu
terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju dan
6 Farid,Zainal Abidin. 2010.Hukum Pidana 1. Sinar Grafika. Jakarta, h. 18.
7 Andi Hamzah. 1996.Hukum Pidana Ekonomi. Erlangga, Jakarta, h. 85
8 Sutedi,Adrian. 2008. Tindak Pidana Pencucian Uang. Citra Aditya Bakti. Bandung, h 1.
6berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan
ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras illegal, hasil
perjudian, dan hasil usaha pelacuran.
Secara umum, money loundering merupakan metode untuk menyembunyikan,
memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi
tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkotika dan kegiatan-
kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana.9 Kegiatan pencucian uang
melibatkan pencucian uang yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut
terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali
dilakukan bersama-sama yaitu placement, layering, dan integration.
Pencucian uang dewasa ini sudah merambah berbagai aspek dan berkembang
sejalan dengan berkembangnya teknologi. Para pelaku pencucian uang memanfaatkan
teknologi sebagai alat dan penyedia jasa keuangan/ Perbangkan sebagai wadah untuk
melakukan tindakan pencucian uang. Kejahatan kerah putih dilakukan dengan
memanfaatkan kecanggihan teknologi mulai dari manual hingga extra sophisticated
atau super canggih yang memasuki dunia maya (cyberspace) sehingga kejahatan
kerah putih dalam pencucian uang disebut dengan cyber loundering merupakan
bagian dari cybercrime yang didukung oleh pengetahuan tentang bank, bisnis, dan
electronic banking yang cukup.10
9 Yunus Husein. Makalah: “Upaya Pemberantasan Pencucian Uang”, h. 2.
10 Sutedi Adrian , Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang , Marger, Liquidasi
dan Kapaelitan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007),  h.100
7Perkembangan terhadap pencucian uang sangat pesat khususnya dalam
transaksi perbankan hingga merugikan perekonomian negara, maka pemerintah
bersama DPR membuat beberapa Undang-Undang mengenai masalah pencucian uang
dalam transaksi perbankan dengan harapan dapat meminimalisir dan memberantas
TPPU.
Beberapa Undang-Undang tersebut sebagai berikut:
1. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang.
2. UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Bank Indonesia.
Tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa aturan lain yang dapat
menunjang terhadap pemberantasan pencucian uang. walaupun Pemerintah bersama
DPR telah membuat beberapa regulasi mengenai TPPU tetapi Pelanggaran terhadap
tindak pidana pencucian uang masih marak terjadi terkhususnya pada transaksi
perbankan. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk mengkaji masalah ini.
Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia
menghadapi kendala baik bersifat teknis maupun non teknis di mana salah satu
kendalanya adalah
“Pembukaan rahasia bank, pemblokiran dan permintaan keterangan mengenai
rekening nasabah. Pembukaan rahasia bank menjadi elemen penting dalam
rangka pemikiran agar Indonesia membuat suatu undang-undang tentang
pencucian uang sudah sejak  Orde Baru mulai berkuasa”.11
11 Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan
Terorisme, (, Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 2004). h. ix.
8Negara-negara lain memandang bahwa Indonesia sebagai tempat tujuan
menarik bagi kegiatan pencucian uang, sehingga Indonesia dimasukkan dalam daftar
Negara dan wilayah yang tidak mau bekerja sama Non Cooperative Countries and
Terorities (NCCTs) oleh Organitation for Economic Cooperation and Development
(OECD) dari Financial Action Task Force  (FATF),  karena belum adanya perangkat
hukum undang-undang anti pencucian uang dimana  FATF  adalah sebuah lembaga
antar pemerintah (intergovernmental body) yang dibentuk oleh G-7 Summit di Paris
pada Juli 1989, yang bertujuan mengembangkan dan meningkatkan kebijakan untuk
memberantas praktek pencucian uang di dunia.
Bank adalah salah satu tempat yang rawan untuk pencucian uang. Alasannya,
tahapan-tahapan kejahatan ini umumnya dilakukan melalui transaksi perbankan.
Termasuk melalui sistem pembayaran, terutama yang bersifat elektronik, dana hasil
kejahatan pada umumnya dalam jumlah besar akan mengalir atau bergerak
melampaui batas yuridiksi suatu negara dengan memanfaatkan faktor kerahasiaan
bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Diperlukan pengawasan yang
ketat terhadap setiap transaksi yang mencurigakan. Untuk itu, diperlukan suatu
instrumen hukum yang akan mengarahkan dan membimbing jalannya mekanisme
perbankan nasional agar fungsi dan peranan perbankan dapat terlaksana dengan tertib
dan teratur.
Maka dari  itulah penulis ingin meneliti sejauh mana upaya perbankan dalam
mencegah tindak pidana pencucian uang dan bagaimana mekanisme penanganan
tindap pidana pencucian uang di Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar.
9B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Skripsi ini berjudul “Upaya Perbankan Syariah Dalam Pencegahan Tindak
Pidana Pencucian Uang”. Secara operasional, judul tersebut mengandung makna
kajian yang bersifat deskriptif mengenai upaya PT Bank Sulselbar Syariah dalam
mencegah tindak pidana pencucian uang
2. Deskripsi Fokus
Untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis
akan memberikan deskripsi fokus sebagai berikut:
a. Upaya dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Upaya adalah untuk
mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan
sebagainya.
b. Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak
c. Syariah dalam penjelasan Qardhawi adalah hukum-hukum allah yang ditetapkan
berdasarkan dalil-dalil Al-qur’an dan sunnah serta dalil-dalil yang berkaitan
dengan keduanya seperti ijma dan Qiyas
d. Pencegahan adalah tindakan pihak berwenang dalam usaha menghalangi,
menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko
yang dijamin.
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e. Tindak Pidana menurut Simons ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam
dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum pidana dan
dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
f. Pencucian Uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau
menyamarkan asal-usul uang atau dana dan harta kekayaan hasil tindak pidana
melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut
tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau elegal.
C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana upaya PT Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar dalam
mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang ?
2. Bagaimana mekanisme penanganan tindak pidana pencucian uang di PT Bank
Sulselbar Syariah Cabang Makassar?
D. Kajian Pustaka
No. Nama Tahun Judul Skripsi Hasil Penelitian
1. Komang
Kusyadi
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
a. Untuk menjelaskan pengelolaan PT Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar
dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang
b. Untuk mengetahui penanganan tindak pidana pencucian uang di PT Bank
Sulselbar Syariah Cabang Makassar.
2. Kegunaan
a. Diharapkan menjadi referensi atau saran bagi penyusun dalam mengembangkan
wacana berpikir agar lebih tanggap dan kritis terhadap masalah-masalah social
yang timbul, terutama yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang penyusun tekuni.
b. Diharapkan dapat menjawab persoalan yang menimbulkan keragu-raguan dalam




A. Pengertian Bank syariah
Regulasi mengenai perbankan syariah di indonesai di atur dalam UU No. 21
Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Adapun pengertian Bank Syariah menurut
UU No. 21 Tahun 2008 tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan
prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS),
Unit Usaha Syariah (UUS),  dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).12
1. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai
bank devisa dan bank non devisa.
2. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari
kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk
dari kantor atau unit yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah, atau unit kerja di kantor cabang yang berkedudukan di luar negeri yang
melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor
induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah.
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah dalam kegiatannya tidak
memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
12 Andri Soemitra, “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah”, Edisi Pertama (Jakarta:Kencana
Prenada Media Group, 2009), h. 61
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B. Sejarah Terbentuknya Bank Syariah di Indonesia
Kelahiran perbankan syariah sejak awal dilandasi oleh dua gerakan
renaissance Islam modern yaitu neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari
pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika adalah tiada lain sebagai upaya kaum
muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berdasarkan Al-
qur’an dan hadist, Terutama praktik ribawi di lembaga keuangan konvensional yang
dilarang dalam agama kita, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 278 :
                       
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman,bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa
riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.13
Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus meninggalkan segala hal hal
yang berkaitan dengan  persoalan riba, karena riba merupakan perbuatan yang
diharamkan.
Upaya awal penerapan sistem profit dan loss sharing tercatat di Pakistan dan
Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya pengelola dana jamaah haji
secara non konvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di
desa Mit Ghamar pada tahun 1963 di Kaero, Mesir.14 Kemudian pada tahun 1974
barulah berdiri Islamic Developtmen Bank yang disponsori oleh Negara-negara yang
tergabung dalam dalam Organisasi Konferensi Islam, yang menyediakan jasa
13 Mushaf Al-Azhar Al-Quran dan Terjemahannya, h. 4
14 Irwan Misbach, Bank Syariah: Kualtas Layanan, Kepuasan dan Kepercayaan, cetakan 1,
(Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 25
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financial berbasis fee dan loss and profit shaing untuk Negara-negara anggotanya dan
secara eksplesit menyatakan menyatakan diri berdasar pada syariah Islam. Kemudian
setelah itu secara berturut-turut berdirilah sejumlah bank yang berbasis Islam antara
lain, Islamic Dubai Bank (1975), Faisal islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic
Bank of Egypt (1977), serta Bahrain Islamic Bank  (1979) 15
Berkembangnya bank-bank Islam di Negara-negara Islam berpengaruh ke
Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar
ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh terlibat dalam kajian tersebut adalah
Karnaen A. perwataatmaja, M Dawam Rahardjo, A.M Syaefuddin, M. Amien Azis,
dan lain-lain.
Uji coba pada skala yang ralatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah
Baitul Tamwil Salman Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga
dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti. Akan
tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank syariah di Indonesia baru
dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20
Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua,
Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas pada Musyawarah Nasional IV
MUI yang berlangsung di hotel Sahid Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan
amanah munas tersebut dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di
Indonesia.
15 http://catatanpenailahi.blogspot.co.id/2014/10/makalah-hukum-perbankan-sejarah.html di
akses pada hari selasa 9/2/2016, pukul 19:00
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Bank Muamalat Indonesia akhirnya lahir sebagai hasil kerja keras tim
perbankan MUI tersebut. Dan akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia
ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Dan secara resmi pada tanggal 1 Mei
1992 Bank Muamalat indonesai mulai beroperasi.16
C. Produk-Produk Bank Syariah
Perbankan syariah berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial
intermediary institution) antara unit-unit ekonomi yang mempunyai kelebihan dana
(surplus of funds) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (lack of
funds). Karenanya, untuk menjalankan fungsi intermediasi tersebut, lembaga
perbankan akan melakukan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana, penyaluran
dana serta menyediakan  berbagai jasa transaksi keungan kepada masyarakat.17
Produk-produk perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan
yang menjalankan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa transaksi
keuangan adalah sebagai berikut:
1. Penghimpunan dana (funding)
Produk penghimpanan dana dalam bank syariah dapat diwujudkan baik dalam
bentuk simpanan maupun investasi. Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan
wujudnya berupa giro, tabungan berdasarkan akad-akad yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah. Sedangkan dalam bentuk investasi wujudnya berupa deposito
16 Syafi’I Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, cet. Pertama, (Jakarta: Gema Insani
2001), h.  25
17 https://itha911.wordpress.com/kumpulan-makalah-2/fiqih-muamalah-bank-syariah-dan-
produk-bank-syariah/ di akses pada hari selasa 9/2/2016, pukul 19:30
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yang juga dengan menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah,
yakni dengan menggunakan prinsip wadi’ah dan mudharabah
Produk-produk penghimpunan dana atau pendanaan bank syariah ditujukan
untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan
cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak.
Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk
penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam
rangka mencapai tujuan sosial ekonomi islam. Dalam hal ini, bank syariah
melakukannya dengan  tidak mengunakan prinsip bunga (riba), melainkan prinsip-
prinsip yang sesuia dengan syariat Islam yakni terutama wadi’ah dan mudharabah.18
a. Prinsip Wadi’ah
Dalam tradisi fiqhi Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan nama
prinsip al-wadi’ah. Al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak
ke pihak lain, baik itu individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan
dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.19 Akad berpola titipan (wadi’ah) ini
terbagi atas dua, yaitu Wadi’ah Yad Amanah, dan Wadi’ah Yad al-amanah. Pada
awalnya, wadi’ah muncul dalam bentuk yad al-amanah (tangan amanah), yang
kemudian dalam perkembangannya, memunculkan yadh-dhamanah (tangan
18 Ascarya, produk dan Akan Bank Syariah,  Edisi pertama  cet. 4 (Jakarta: Rajawali Pers,
2013),  h. 112
19 Syafi’I Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, cet. Pertama, (Jakarta: Gema Insani
2001), h. 85
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penanggung). Akad wadi’ah yad yad dhamanah ini akhirnya banyak dipergunakan
dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.
1.Titipan wadi’ah yad amanah
Secara umum, wadi’ah adalah titipan murni dari pihak penitip (muwaddi’)
yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpan (mustawda) yang diberi
amanah atau kepercayaan. Barang atau aset yang dititipkan adalah sesuatu yang
berharga yang dapat berupa uang, dokumen, surat berharga atau barang berharga
lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan sebagai penerima
kepercayaan adalah yad al-amanah (tangang amanah) yang berarti bahwa ia tidak
diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau
kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau
kecerobohan yang bersangkutan dalam dalam memelihara barang atau aset titipan.
Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai konpensasi atas
tanggung jawab pemeliharaan.20
2. Titipan wadi’ah yad dhamanah
Prinsip yadh al-amanah ‘tangan amanah’ kemudian berkembang prinsip yadh
dahamanah ‘tangan penanggung’ yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung
jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.
Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan trustee yang sekaligus guarantor
barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah
mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang aset yang
20 Ascarya, Akad dan Produk Bnk Syariah, edisi. 1 cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers , 2013), h.42
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dititipkan tersebut intuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak
penyimpanan akan mengembalikan barang atau aset yang dititipkan secara utuh pada
saat penyimpan menghendaki. Sebagai konsekuensi dari wadi’ah yadh dhamanah,
semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank
(demikian juga ia adalah penanggung dari segala kerugian). Sebagai imbalan, si
pemilik barang/aset mendapat jaminan keamanan hartanya. Selain itu, bank  sebagai
penerima titipan juga diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada nasabah dari
keuntungan bank dengan catatan bahwa pemberian bonus tersebut tidak
dipersyaratkan sebelumnya dan tidak ditentukan jumlah nominal bonus tersebut,
tetapi betul murni dari kebijakan pihak manajeman bank.21
b. Prinsip mudharabah
Akad yang sesuai dengan investasi adalah mudharabah yang mempunyai
tujuan kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan (mudharib) dalam hal
ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai
investor murni yang menanggung sharing risk dan return dari bank. Dengan
demikian deposan bukanlah lander atau kreditor bagi bank seperti halnya pada bank
konvensional, tetapi hubungan diantara mereka adalah mitra usaha.22 Dalam
pengaplikasian prinsip mudharabah ini nasabah dalam hal ini bertindak sebagai
pemilik dana (shahibul maal) dan bank sebagai pengelolan dana (mudharib). Dana
21 Syafi’I Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, cet. Pertama, (Jakarta: Gema Insani
2001), h. 87
22 Irwan Misbach, Bank Syariah: Kualtas Layanan, Kepuasan dan Kepercayaan, cetakan 1,
(Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 49
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tersebut di pergunakan bank untuk melakukan murabah dan ijarah. Kemudian hasil
usaha ini kemudian akan dibagi hasilkan antara nasabah dengan pihak bank sesuai
dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Prinsip mudharabah ini di
aplikasikan pada produk tabungan dan deposito.23
2. Penyaluran Dana (financing)
Menyalurkan dananya kepada nasabah, yang dilakukan oleh bank syariah,
secara garis besar produk pembiayan tersebut terbagi dalam empat kategori yaitu:
a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
b. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
c. Pembiayaan dengan prinsip sewa
d. Pembiayaan dengan akad pelengkap
Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk pemilikan barang,
sedangkan pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, dan
pembiayaan dengan bagi hasil ditujukan untuk kerjasama usaha.
a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
1. Bai’ Al-Murabahah
Bai’ al-murabahah atau yang lebih dikenal dengan istilah murabahah adalah
jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
Dala bai’ al-murabaha ini, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan
23 https://itha911.wordpress.com/kumpulan-makalah-2/fiqih-muamalah-bank-syariah-dan-
produk-bank-syariah/ di akses pada hari kamis 11/2/2016, pukul 10:50
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menentukan suatu tingkat keuntungan yang diinginkan sebagai tambahannya. 24
Margin keuntungan adalah selisih harga jual dikurangi harga asal yang merupakan
pendapatan bank. Pembayaran dari segi harga barang dilakukan dengan secara
tangguh atau dengan kata lain, dibayar lunas pada waktu tertentu yang disepakati.
Dari segi hukumnya, bertransaksi dengan menggunakan elemen murabahah ini adalah
sesuatu yang dibenarkan dalam Islam.
Bagi orang yang membutuhkan biaya untuk keperluan produktif ataupun
konsumtif, ia dapat menggunakan konsep ini dalam berkontrak. Karena dengan
prinsip ini memberikan memberikan ruang  kepada nasabah untuk membeli sesuatu
dengan cara pembayaran yang ditangguhkan atau secara diangsur (al-taqsid).25
Landasan syariah murabahah adalah fatwah DSN MUI No. 04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang murabahah, No. 10//DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah, No.
13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam murabahah, No. 16/DSN-
MUI/IX/2000 tentang diskon dalam murabaha, No. 23/DSN-MUI/III/2000 tentang
potongan pelunasan dalam murabahah, No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan
tagihan murabahah, No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang
murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar, No. 48/DSN-MUI//II/2005
24 Syafi’I Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, cet. Pertama, (Jakarta: Gema Insani
2001), h. 101
25 Irwan Misbach, Bank Syariah: Kualtas Layanan, Kepuasan dan Kepercayaan, cetakan 1,
(Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 54
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tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah, No. 49/DSN-MUI/II//2005 tentang
konversi akad murabahah.26
2. Bai’ As-Salam
Rhana  pengertian yang sederhana bai’ as-salam berarti pembelian barang
yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.27 Akad
salam adalah pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran
harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat dan ketentuan yang telah
disepakati.
Secara terminologi berarti menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda,
atau ,menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan secara jelas dengan
pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian
hari.  Didalam masyarakat, lebih dikenal dengan jual beli pesanan atau inden. Dalam
transaksi bai’ as-salam mengharuskan adanya pengukuran atau speksifikasi barang
yang jelas dan keridhaan para pihak.28
Tekhnisi perbankan syariah, salam berarti pembelian yang dilakukan oleh
bank dan nasabah dengan pembayaran dimuka dengan jangka waktu penyerahan yang
disepakati bersama. Harga yang dibayarkan dalam salam tidak boleh dalam bentuk
utang melainkan dalam bentuk tunai yang dibayar segera. Umumnya transaksi ini
diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditas
26 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama Cetakan 1, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 79
27 Syafi’I Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, cet. Pertama, (Jakarta: Gema Insani
2001), h. 108
28 Irwan Misbach, Bank Syariah: Kualtas Layanan, Kepuasan dan Kepercayaan, cetakan 1,
(Makassar: Alauddin Press, 2013), h 55
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pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali. Landasan syariah akad salam ini
adalah fatwah DSN MUI No. 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam.29
Salam diperbolehkan Rasulullah saw. dengan beberapa syarat yang harus
dipenuhi. Tujuan utama dari jual beli salam ini adalah untuk memenuhi kebutuhan
para petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk
menghidupi keluarganya sampai masa panen tiba. Setelah pelarangan riba, mereka
tidak lagi dapat mengambil pinjaman ribawi untuk keperluan ini sehingga
diperbolehkan untuk ,mereka menjual produk pertaniannya di muka.
3. Bai’ Al-Istishna’
Transaksi bai’ al-sistishna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan
pembuatan barang. Akad istishna’ ini  merupakan akad pembiayaan dalam bentuk
pemesanan barang tertentu dengan kriteria tertentu  dan persyaratan tertentu yang
disepakati antara pemesan atau pembeli (mustahsni’) dan penjual (shani’). Produk
isthisna menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat
dilakukan dengan beberapa kali pembayaran.30 Dalam literature fiqhi kelasik,
disebutkan bahwa istishna’ merupakan lanjutan dari bai’ as-salam sehingga ketentuan
dan aturannya mengikuti bai’ as- salam.
Aplikasinya, bank syariah menggunakan istishna’ paralel, yaitu bank (sebagai
penerima pesanan/shani’) menerima pesanan dari nasabah (pemesan/mustshni’)
29 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama Cetakan 1, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 80
30Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama Cetakan 1, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 81
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kemudian bank (sebagai pemesan/mustashni’) memesankan permintaan barang
nasabah kepada produsen (penjual) dengan pembayaran di muka, cicil atau
dibelakang, dan jangka waktu penyerahannya disepakati bersama.31 Skim istishna’
dalam bank syariah umumnya displikasikan  pada pembiayaan manufaktur dan
konstruksi. Landasan syariah istishna’ adalah fatwah DSN MUI No. 06/DSN-
MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna’ dan No. 22/ DSN-MUI/III/2002 tentang jual
beli istishna’ paralel.32
b. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
1. Al-Mudharabah
Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan.
Pengertian memukil atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang
memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha33. Secara tehknis, al-muharabah
adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak yang pertama bertindak
sebagai shahibul maal atau pemilik dana menyediakan seluruh dana (100%) modal,
sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah
dibagai menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi
ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan diakibatkan kelalaian
31 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, edisi. 1 cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers , 2013), h.
99
32 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama Cetakan 1, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 81
33 Syafi’I Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, cet. Pertama, (Jakarta: Gema Insani
2001), h. 95
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pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian pengelola, maka
pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
Konsep dasar, mudharabah yang dijelaskan disini adalah sama dengan
mudharabah yang dijelaskan sebelumnya dalam produk penghimpunan dana. Namun
ada hal yang membedakannya yaitu, pada produk peghimpanan dana, nasabah
bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal), dan bank sebagai pengelola
(mudharib). Sedangkan pada produk pembiayaan ini, bank bertindak sebagai shahibul
maal, dan pengelola usaha dalam hal ini adalah nasabah yang mengajukan
pembiayaan di bank syariah bertindak sebagai mudharib.34
Adapun landasan syariah dari akad mudharabh ini adalah fatwah DSN MUI
No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh). 35 Secara
umum, mudarabah terbagi atas dua jenis yaitu mudharabah muthlaqah dan
mudharabah muqayyadah.
Pertama Mudharabah muthlaqah, adalah bentuk kerjasama antara shahibul
maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi
usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama shalafus saleh
seringkali dicontohkan dengan ungkapan if’al ma syi’ta, (lakukan sesukamu) dari
shahibul maal ke mudharib yang memberikan kekuasaan sangat besar.
34 Irwan Misbach, Bank Syariah: Kualtas Layanan, Kepuasan dan Kepercayaan, cetakan 1,
(Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 51
35 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama Cetakan 1, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 81
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Kedua adalah mudharabah Muqayyadah, atau disebut juga dengan restricted
mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Si
mudharib dibatasi dengan  jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan
ini seringkali mencerminkan  kecenderungan umum si shahibul maal dalam
memasuki jenis dunia usaha.36
Mudharabh muthlaqah bisa diaplikasikan dalam pendanaan, sedangkan
mudharabah muqayyadah bisa diaplikasikan dalam pendanaan maupun pembiayaan.
Dalam aktivitas pendanaan akad  mudharabah mudharabah digunakan dalam produk
tabungan dan investasi. Tabungan mudharabh menggunakan akad mudharabah
muthlaqah sedangkan investasi mudharabah menggunakan akad mudharabah
muthlaqah untuk investasi tidak terikat dan mudharabah muqayyadah untuk investasi
terikat. Sementara itu, dalam aktivitas pembiayaan, akad mudharabah muqayyadah
digunakan untuk pembiayaan berbagai proyek investasi maupun modal kerja.37
2. Al-Musyarakah
Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu
usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan konstribusi dana dengan
kesepakan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan
kesepakatan.38
36 Syafi’I Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, cet. Pertama, (Jakarta: Gema Insani
2001), h. 97
37 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, edisi. 1 cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers , 2013), h.
67
38 Syafi’I Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, cet. Pertama, (Jakarta: Gema Insani
2001), h. 90
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Musyarakah  merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha
pemilik dan modal bekerjasama sebagai  mitra usaha, membiayai investasi usaha baru
atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam
manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat
membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat
meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha
tersebut. Proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang
telah ditentukan sedangkan kerugian apabila terjadi akan ditangggung bersama sesuai
dengan penyertaan modal masing-masing.39
Adapun landasan syariah pembiayaan musyarakah adalah Fatwah DSN MUI
No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah. Al-musyarakah ada dua
jenis, yaitu musyarakah kepemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah
kepemilikan tercipta karena warisan, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan
pemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan
dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari
keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Sedangkan musyarakah akad tercipta
dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari
mereka memberikan modal musyakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan
kerugian.40
39 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, edisi. 1 cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers , 2013), h.
51-52
40 Syafi’I Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, cet. Pertama, (Jakarta: Gema Insani
2001), h. 91
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Dalam Musyarakah akad (al’aqad) jenis  musyarakah  terbagi menjadi:
a. Syirkah al-amwal atau syirkah al-‘inan, adalah kontrak antara dua orang atau
lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan
berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi ke dalam keuntungan dan
kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-
masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak mesti sama, dan
identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis
musyarakah ini.
b. Syirkah mufawadah, adalah kontrak kerjasama dua orang atau lebih. Setiap pihak
memberikan dana porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja.
Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama . dengan demikian,
syarat utama dari jenis al-musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan,
kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-msing pihak.
c. Syirkah A’maal, adalah kontrak kerja sama dua orang profesi untuk menerima
pekerjaan secara bersama dan berbagai keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya,
kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua
orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Al-
musyarakah ini kadang-kadang disebut musyarakah abdan atau sanaai’. Juhhur
ulama yaitu mazhab hanafi, maliki dan hambali, membolehkan bentuk syirkah ini.
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Sementara itu mazhab syafi’I melarangnya karena mzhab ini hanya membolehkan
syirkah modal dan tidak boleh syirkah kerja,41
d. Syirkah wujuh, adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi
dan prestise baik serta ahli dalam bisnis, mereka membeli barang secara kredit dari
suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai.  Mereka berbagi dalam
keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan
oleh tiap mitra. Jenis musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian
secara kredit berdasarkan pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim
disebut sebagai musyarakah piutang42. Mazhab Hanafi dan Hambali membolehkan
bentuk syirkah ini sedangkan mazhab maliki syafi’i melarangnya.
Musyarakah pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus
sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian,
perjanjian musyarakah dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha. Apabila
usaha ditutup dan dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapat hasil
likuidasi aset sesuai nisbah penyertaannya. Apabila usaha terus berjalan, maka mitra
usaha yang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya ke mitra usaha lain
dengan harga yang disepakati bersama.43
Bank syariah dalam aplikasinya hanya menggunakan instrument syirkah Al-
Man, karena jenis syarikat inilah yang lebih sesuai dengan perdagangan saat ini.
41Ascarya, Akad dan Produk Bnk Syariah, edisi. 1 cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers , 2013), h. 50
42 Syafi’I Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, cet. Pertama, (Jakarta: Gema Insani
2001), h. 93
43Ascarya, Akad dan Produk Bnk Syariah, edisi. 1 cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers , 2013), h. 52
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Produk-produk yang dikeluarkan melalui syarikat biasanya beraneka ragam,
diantaranya modal ventura, dimana bank ikut memberikan modal terhadap suatu
perusahaan dan dalam jangka waktu tertentu akan melepas kembali saham
perusahaan tersebut kepada rekan kongsi. Dan kemungkinan juga tetap bermitra
untuk jangka panjang. Di Indonesia, sudah ada banyak bank syariah yang
menggunakan produk seperti ini, dan jenis usaha yang dibiayai antara lain
perdagangan, ndustri (manufacturing), usaha atas dasar kontrak dan lain sebagainya.
Dalam kontak  al-musyarakah , bank juga tidak boleh memberatkan nasabah dengan
persyaratan agunan atau koleteral, karena kontrak ini berbentuk kerja sama dan bukan
utang-piutang. Kesalahan pembebanan jaminan kontrak menjadi fasad.44
c. Pembiayaan dengan prinsip sewa
Kebutuhan aset investasi yang biayanya sangat tinggi dan memerlukan waktu
yang relative lama untuk memproduksinya pada umumnya tidak dilakukan dengan
cara berbagi hasil atau kepemilikan dengan resikonya terlalu tinggi atau kebutuhan
modalnya tidak terjangkau. Kebutuhan investasi seperti itu dapat dipenuhi dengan
pembiayaan berpola sewa dengan akad ijarah atau ijarah muntahiya bittamlik.
Sebagai contoh adalah pembiayaan pesawat terbang, kaal dan sejenisnya. Selain itu,
pembiayaan ijaha juga dapat digunakan untuk pembiayaan peralatan industry, mesin-
mesin pertanian, dan alat-alat transportasi.
44 Irwan Misbach, Bank Syariah: Kualtas Layanan, Kepuasan dan Kepercayaan, cetakan 1,
(Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 51-52
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Ijarah ialah akad pemindahan hak guna atas pemindahan hak guna atas barang
atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan
kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.45 Konsep ini secara
etimologi berarti upah atau sewa. Ahli sewa Islam mendefinisikannya dengan
menjual manfaat , kegunaan, jasa dengan pembayaran yang ditetapkan.
Adapun landasan syariah dari akad ijarah ini adalah fatwah DSN MUI No.
09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.46 Dengan cara ini, bank syariah
dapat mengambil manfaat dengan tetap menguasai kepemilikan aset dan pada waktu
yang sama menerima pendapatan dari sewa. Penyewa juga mengambil manfaat dari
skim ini dengan terpenuhinya kebutuhan investasinya yang mendesak dan mencapai
tujuan dalam waktu yang wajar tanpa harus mengeluarkan biaya modal yang besar.
Akad ijarah pembiayaan dengan prinsip sewa juga dapat dilakukan dengan
akad ijarah muntahiyyah bittamlik. Yaitu akad transaksi sewa dengan perjanjian
untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini
di akhiri dengan kepemilikan objek sewa.47 Transaksi yang disebut ijarah
muntahiyyah bittamlik ini adalah jenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa
atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan  barang di tangan
penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakannya dengan
prinsip ijarah biasa.
45 Syafi’I Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, cet. Pertama, (Jakarta: Gema Insani
2001), h. 117
46 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama Cetakan 1, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 85
47Ascarya , Akad dan Produk Bnk Syariah, edisi. 1 cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers , 2013), h.
103
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Adapaun landasan syariah dari akad ijarah muntanhiyah bittamlik ni adalah
Fatwah DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa.
d. Pembiayaan dengan akad pelengkap
Adapun produk yang biasa di gunakan sebagai alat pelengkap yakni produk
Ar-Rahn. Ar-rahan adalah menahan salah satu dari harta milik si peminjam sebagai
jaminan atas harta yang dipinjamnya. Barang yang dijadikan jaminan tersebut  harus
memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh
jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara
sederhana rahn dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau
gadai.
3. Produk jasa perbankan
a. Al- Wakalah
Wakalah atau wikalah adalah berate, penyerahan, pendelegasian, atau
pemberian mandat. Aka tetapi yang dimaksud dengan al-wakalah disini adalah
pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang
diwajibkan. 48
Aplikasinya dalam perbankan syariah, wakalah biasanya diterapkan dalam
Letter Of Credit (L/C) atau penerusan permintaa akan barang dalam negeri dari bank
di luar negeri (L/C Ekspor). Letter Of Kredit (L/C) impor syariah adalah surat
pernyataan akan membayar kepada pengekspor yang diterbitkan oleh bank atas
48Syafi’I Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, cet. Pertama, (Jakarta: Gema Insani
2001), h. 120
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permintaan importer dengan pemenuhan persyaratan tertentu. Wakalah juga
diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain.
b. Al-kafalah (Guaranty)
Menurut mazhab maliki, Yafi’I dan Hambali, kafalah adalah menjadikan
seseorang (penjamin) ikut bertanggung jawab dalam pelunasan hutang.49 Al-Kafalah
merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga
untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian
lain, kafala juga berarti pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan
berpegangan pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.50 Aplikasi dalam
dunia perbankan adalah dengan penerbitan garansi bank (Bank Guarantee).
c. Al-Hawalah
Hawalah (Transfer Servis) adalah pengalihan utang/piutang dari orang yang
berutang/berpiutang kepada orang lain yang wajib menaggungnya/menerimanya.
Hawalah akad pemindahan piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada
tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (muhin atau madin), pihak yang memberi utang
(muhal atau da’ii) dan pihak yang menerima pemindahan (muhal‘alaih). Akad
hawalah ini diterapkan pada factoring atau anjak piutang dimana para nasabah yang
memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada
bank.Hawalah  juga diterapkan pada Post-dated Check, dimana bank bertindak
49 Irwan Misbach, Bank Syariah: Kualtas Layanan, Kepuasan dan Kepercayaan, cetakan 1,
(Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 57
50Syafi’I Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, cet. Pertama, (Jakarta: Gema Insani
2001), h. 123
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sebagai juru tagih, tanpa membayar terlebih dahulu piutang tersebut. Selain yang
telah disebutkan, hawalah ini juga diterapkan pada Bill Discounting, dimana pada
prinsipnya sama dengan pelaksanaan konsep hawalah, hanya saja dalam bill
discounting, nasabah harus membayar fee yang tidak dikenal pada hawalah lainnya.51
d. Sharf
Sharf adalah transaksi pertukaran antara uang dengan uang.pengertian
pertukaran uang yang dimaksud disini adalah pertukaran valuta asing, dimana mata
uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestic atau mata uang lainnya.52
e. Al- Qardh (Soft and Benevolent Loan)
Al-Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih
kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam
literature fiqih klasik, Qard dikategorikan dalam akad tathaawwui atau akad saling
membantu dan bukan transaksi komersial.53 Sedangkan aplikasinya dalam dunia
perbankan syariah dapat berupa al-Qardh Al-Hasan sebagai bentuk sumbangsi kepada
dunia usaha kecil. Di Indonesia sendiri dana untuk usaha skim ini berasal dari dana
Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (Bazis). Pada prinsipya qhardul Hasan adalah
pinjaman yang ditujukan untuk kebaikan dimana pihak yang diberi pinkaman hanya
cukup mengembalikan pinjamannya saja tanpa harus ada tambahan yang ia bayar.
51 Ascarya , Akad dan Produk Bnk Syariah, edisi. 1 cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers , 2013), h.
107
52 Irwan Misbach, Bank Syariah: Kualtas Layanan, Kepuasan dan Kepercayaan, cetakan 1,
(Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 59
53 Syafi’I Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, cet. Pertama, (Jakarta: Gema Insani
2001), h. 131
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D. Tindak Pidana Ekonomi
1. Pengertian Hukum Pidana
Hukum pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang
dilarang oleh Undang-Undang  dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang
melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-
Undang pidana. Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti obyektif, yang
juga sering disebut ius ponale meliputi:
a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaiannya telah
ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang;
peraturan-peraturan yang harus ditaati dan harus diindahkan oleh setiap orang;
b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat
diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan.
c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu
pada waktu dan wilayah negara tertentu.
Di samping itu, hukum pidana dipakai juga dalam arti subjektif yang lazim
juga disebut ius puniendi, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang
penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana.54
2. Pengertian Tindak Pidana
Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) dikenal dengan istilah straftbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum
pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang
54 Farid,Zainal Abidin, Hukum Pidana , (Jakarta : Sinar Grafika, 2010),  h. 1.
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merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau
perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang
mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk
dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.
Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang
kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan
arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan
istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.
“Moeljatno menyatakan bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan
yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar
larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat
sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat”.55
3. Pengertian Tindak Pidana umum dan Tindak Pidana Khusus
Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap
setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi
orang-orang tertentu saja, misalnya anggota-anggota angkatan perang (istilah UUD
1945) atau anggota Angkatan Bersenjata (karena dimasukannya Angkatan Kepolisian
kemudian), ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tentang delik-delik
tertentu saja,
“misalnya hukum fiskal (Pajak), Hukum Pidana Ekonomi, dan
sebagainya.Hukum Pidana khusus juga meliputi hukum pidana yang
diberlakukan terhadap golongan orang-orang khusus, misalnya golongan
Angkatan Bersenjata tersebut di atas”.56
55 http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html
56 Adrian Sutedi, Tindak Pidan Pencucian Uang , (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008),
h. 19.
39
4. Tindak Pidana Ekonomi
Tindak pidana ekonomi adalah suatu tindak pidana yang mempunyai motif
ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan
intelektual dan mempunyai posisi penting dalam masyarakat atau pekerjaannya.
Pengertian kejahatan ekonomi adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan
perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan serta
mempunyai sanksi pidana. Unsur-unsur tindak pidana yaitu:
a) Suatu perbuatan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.
b) Dilakukan oleh seorang atau korporasi didalam pekerjaannya yang sah atau di
dalam pencarian atau usahanya di bidang industri atau perdagangan.
c) Untuk tujuan memperoleh uang atau kekayaan, untuk menghindari pembayaran
uang atau menghindari kehilangan atau kerugian kekayaan, memperoleh
keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi dengan cara melawan hukum. Bentuk-
bentuk tindak pidana ekonomi:
1) Pelanggaran penghindaran pajak
2) Penipuan atau kecurangan di bidang perkreditan (credit fraud)
3) Penggelapan dana-dana masyarakat (embezzlement of public founds) dan
penyelewengan dana-dana masyarakat (missappropriation of public founds)
4) Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan (violation of currency
regulations)
5) Spekulasi dan penipuan dalam transaksi tanah (speculation and swindling in
land transaction) serta penyelundupan (smuggling)
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6) Delik-delik lingkungan
7) Menaikkan harga (over pricing) serta melebihi harga faktur (over invoicing),
juga mengekspor dan mengimpor barang-barang di bawah standar dan bahkan
hasil produksi yang membahayakan (export and import of substandart and
dangerously unsafe products)
8) Eksploitasi tenaga kerja (labour exploitation)
9) Penipuan konsumen (coustamer fraud)
Salah satu bentuk rill tindak pidana ekonomi adalah kejahatan komersial yaitu
kejahatan yang berhubungan dengan ekonomi perdagangan dan keuangan. Kategori
kejahatan komersial:
a. Penyimpangan perbankan yaitu penipuan uang muka L/C, promes dan wesel,
pemalsuan uang penyimpanan dalam pengiriman uang.
b. Penyimpangan perdagangan yaitu kepailitan, kejahatan perdagangan, perubahan
aset perusahaan dan pemalsuan kontrak.
c. Penyimpangan pembayaran perdagangan eceran, cek palsu, kredit palsu, cek
kosong.
d. Penyimpangan yang berkaitan dengan iverstasi, surat-surat berharga, saham dan
obligasi palsu, manipulasi pasar, penyimpangan pasar.
e. Penyimpangan pajak dan kejahatan asuransi.57
E. Tindak Pidana Pencucian Uang  (Money Loudry)
1. Sejarah dan Perkembangan Pencucian Uang (Money Loundering).
Problematik pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan
sebutan money loundering sekarang mulai dibahas dalam buku-buku teks, apakah itu
buku teks hukum pidana atau kriminologi. Ternyata problematika uang haram ini
57 Arief Amrullah, Tindak Pidana Pencucian Uang Money Loundry , (Jawa Timur : Bayu
Media,  2004),  h. 57.
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sudah meminta perhatian dunia international karena dimensi dan implikasinya yang
melanggar batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut
terutama dunia kejahatan yang dinamakan organized crime,
“ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu
lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang
ditimbulkan.Erat bertalian dengan hal terakhir ini adalah dunia perbankan yang
pada satu sisi beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen, namum pada
sisi lain, apakah akan membiarkan kejahatan pencucian uang ini terus
merajalela”.58
Al Capone, Penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari
usaha kejahatannya dengan memakai si genius Mayer Lansky, Orang Polandia.
Lansky, seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu
(Laundry).Demikian asal muasal muncul nama money laundering. Istilah pencucian
uang atau money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu
ketika Mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu
strateginya.Investasi terbesar adalah perusahaan pencuci pakaian atau disebut
Laundromat yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini
berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang
usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil
minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran. Pada tahun 1980-an
uang hasil kejahatan semakin berkembang, dengan berkembangnya bisnis haram
seperti perdagangan narkotik dan obat bius yang mencapai miliaran rupiah sehingga
58 Sutedi Adrian , Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang , Marger, Liquidasi
dan Kapaelitan, h. 46.
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kemudian muncul istilah narco dollar, yang berasal dari uang haram hasil
perdagangan narkotika.59
2. Pengertian Pencucian Uang (Money Laundering)
Tidak ada definisi yang seragam dan komperhensif mengenai pencucian uang
atau money loundering. Masing-masing negara memiliki definisi mengenai pencucian
uang sesuai dengan terminologi kejahatan menurut hukum negara yang bersangkutan.
Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan
perusahaan, negara-negara yang telah maju dan negara-negara dari dunia ketiga,
masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang
berbeda. Tetapi semua negara sepakat, bahwa pemberantasan pencucian uang sangat
penting untuk melawan tindak pidana terorisme, bisnis narkoba, penipuan ataupun
korupsi.60
Terdapat beberapa pengertian mengenai pencucian uang (money loundering).
Secara umum, pengertian atau definisi tersebut tidak jauh berbeda satu sama lain.
Black’s Law Dictionary memberikan pengertian pencucian uang sebagai term used ti
describe investment or of other transfer of money flowing from rocketeeting, drug
transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that is original
source cannot be traced. (Pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan
investasi dibidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut
59 Lihat Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan
Terorisme, h. 23.
60 Lihat Yustiavandana Ivan, Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, (Bogor : Galia
Indonesia, 2010). h. 10.
43
tidak dapat diketahui lagi asal usulnya). Pencucian uang adalah proses menghapus
jejak asal uang hasil kegiatan illegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan
investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan
status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimusnahkan ke dalam sistem
keuangan. Beberapa pengertian pencucian uang menurut para ahli:
a. Menurut Welling
Pencucian uang adalah proses penyembunyian keberadaan sumber tidak sah
atau aplikasi pendapat tidak sah,sehingga pendapatan itu menjadi sah.
b. Menurut Fraser
Pencucian uang adalah sebuah proses yang sungguh sederhana dimana uang
kotor di proses atau dicuci melalui sumber yang sah atau bersih sehingga orang dapat
menikmati keuntungan tidak halal itu dengan aman.
c. Menurut Prof.Dr.M.Giovanoli
Money laundering merupakan proses dan dengan cara seperti itu,maka aset
yang di peroleh dari tindak pidana dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset
tersebut seolah berasal dari sumber yang sah.
d. Mr.J.Koers
Money laundering merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan
kedalam suatu peredaran yang sah dan menutupi asal-usul tersebut
e. Byung-Ki Lee
Money laundering merupakan proses memindahkan kekayaan yang di peroleh
dari aktivitas yang melawan hukum menjadi modal yang sah pengertian pelaku tindak
44
pidana pencucian uang menurut pasal 3 UU no 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai berikut:
“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,
membayarkan,dan menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negri,
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau
perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan
dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah)”.61
3. Tahap-tahap dan proses pencucian uang
Melaksanakan tindak pidana pencucian uang, para pelaku memiliki metode
tersendiri dalam melakukan tindak pidana tersebut. Walaupun setiap pelaku sering
melakukan dengan menggunakan metode yang bervariasi tetapi secara garis besar
metode pencucian uang dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu Placement, Layering,
dan Integration. Walaupun ketiga metode tersebut dapat berdiri sendiri atau mandiri
terkadang dan tidak menutup kemungkinan ketiga metode tersebut dilakukan secara




Palacemen merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut
mendepositkan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system).
61 Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pembertantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
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Karena uang itu sudah masuk ke dalam sistem keuangan perbankan, berarti uang itu
juga telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena
uang yang telah ditempatkan pada suatu bank itu selanjutnya dapat dipindahkan ke
bank lain, baik dinegara tersebut maupun di negara lain, uang tersebut bukan saja
telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, melainkan juga
telah masuk kedalam sistem keuangan global atau international.62
Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak
pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan dan
menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses perpindahan dana
dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain
melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan
menghilangkan jejak sumber dana tersebut.63
Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak
sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk
kekayaan materiil atau keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis
yang sah, maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam
melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan
diperoleh dan besarnya biaya yang harus dilakukan karena tujuan utamanya adalah
62 Sutedi Adrian, Tindak Pidan Pencucian Uang , h. 19.
63 Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1  , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2002),  h. 79.
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untuk menyamarkan dan menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhir dapat
dinikmati atau digunakan secara aman.
Ketiga kegiatan tersebut diatas dapat terjadi secara terpisah atau stimulan,
namun secara umum dilakukan secara tumpang tindih. Modus Operandi pencucian
uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan
rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal itu terjadi, baik pada tahapan placement,
layering, maupun integration sehingga penanganannya pun menjadi semakin sulit
dan membutuhkan peningkatan kemampuan (capacity building) secara sistematis dan
berkesinambungan. Pemilihan modus operandi pencucian uang bergantung pada
kebutuhan pelaku tindak pidana64.
Tindak pidana dan hukuman pidana adalah dua hal yang tidak terpisahkan
satu sama lain. Tindak pidana berkonsekuensi pada adanya hukuman pidana dan
hukuman pidana tidak akan terwujud tanpa adanya tindak pidana. Di pihak lain,
tindak pidana dan hukuman pidana tidak terwujud tanpa nash (teks syariat/teks
perundang-undangan) yang mengaturnya.
Men-syarahi kaidah, Syeikh Ahmad bin Syeikh Muhammad al-Zarqâ’ dalam
Syarhul Qawaid al-Fiqhiyyah mengatakan.
ﻰﻨﻌﻣ هﺬھ ةﺪﻋﺎﻘﻟا نا ءﻲﺸﻟا مﺮﺤﻤﻟا يﺬﻟا ﻻ زﻮﺠﯾ ﺪﺣﻷ هﺬﺧا ﺪﯿﻔﺘﺴﯾو ﮫﻨﻣ مﺮﺤﯾ ﮫﯿﻠﻋ ﺎﻀﯾأ نأ ﮫﻣﺪﻘﯾ هﺮﯿﻐﻟ
ﮫﯿﻄﻌﯾو هﺎﯾإ ءاﻮﺳ ﻰﻠﻋ ﻞﯿﺒﺳ ﺔﺤﻨﻤﻟا ءاﺪﺘﺑإ مأ ﻰﻠﻋ ﻞﯿﺒﺳ ﺔﻠﺑﺎﻘﻤﻟا.
64 Safari Imam Ashari, Metode Penelitian sosial Suatu Petunjuk Ringkas , (Surabaya : Usaha
Nasional, 1981),  h. 16.
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Artinya :
Apabila telah diancam dengan suatu hukuman. Dalam kondisi di mana orang-
orang yang tidak jujur semakin banyak jumlahnya di negara ini maka
pemerintah seharusnya/sebaiknya membuat undang-undang yang mengancam
pelaku money laundering dengan suatu hukuman. Dengan demikian, konsep
fiqih tentang tindak pidana pencucian uang jelas merupakan sebuah keharaman,
dan begitu juga mentasarrufkan uang tersebut”.65
4. Metode Pencucian Uang (Money Laundering)
Perlu pula diketahui bagaimana para pelaku money laundering melakukan
money laundering, sehingga bisa dicapai hasil dari uang ilegal menjadi uang legal.
Secara metodik dapat dikenal tiga metode dalam money laundering yaitu:
1. Metode buy and sell conversion
2. Metode offshore conversion
3. Metode legitimate business conversions
Metode buy and sell conversion Metode ini dilakukan melalui transaksi
barang-barang dan jasa. Katakanlah suatu aset dapat dibeli dan dijual kepada
konspirator yang bersedia membeli atau menjual secara lebih mahal dari harga
normal dengan mendapatkan fee atau diskon. Selisih harga dibayar dengan uang
ilegal dan kemudian dicuci dengan cara transaksi bisnis. Barang dan jasa itu dapat
diubah seolah-olah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan
yang ada di suatu bank.
Metode offshore conversion dengan cara ini uang kotor di konversi ke suatu




heaven money laundering centres) untuk kemudian didepositkan di bank yang berada
di wilayah tersebut. Di negara-negara yang termasuk atau beciri tax heaven demikian
memang terdapat sistem hukum perpajakan yang tidak ketat, terdapat sistem rahasia
bank yang sangat ketat, birokrasi bisnis yang cukup mudah untuk memungkinkan
adanya rahasia bisnis yang ketat serta pembentukan usaha trust fund. Untuk
mendukung kegiatan demikian, para pelakunya memakai jasa-jasa pengacara,
akuntan, dan konsultan keuangan dan para pengelola yang handal untuk
memanfaatkan segala celah yang ada di negara itu.
Metode legitimate business conversions metode ini dilakukan melalui
kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan dari suatu hasil
uang kotor. Hasil uang kotor ini kemudian dikonvensi dngan cara ditransfer, cek atau
cara pembayaran lain untuk disimpan direkening bank atau ditransfer kemudian
kerekening bank lainnya. Biasanya para pelaku bekerja sama dengan suatu
perusahaan yang rekeningnya dapat dipergunakan untuk menampung uang kotor
tersebut.66
5. Kriminalisasi pencucian uang
Menurut Guy Stessen (2000), secara umum ada 3 alasan pokok mengapa
praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana.
Pertama, karena pengaruhnya pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini
berdampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumberdaya dan dana. Dengan
adanya praktik pencucian uang, maka sumber daya dan dana banyak digunakan untuk
66 Siahan, Maney Loundry dan Kejahatan Perbankan , (Jakarta: JALA, 2008),  h. 26.
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kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat, disamping itu dana banyak
yang kurang dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terjadi karena uang hasil tindak
pidana terutama diinvestasiakn pada negara yang dirasakan aman untuk mencuci
uangnya, walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja
beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke perekonomiannya kurang
baik. Karena pengaruh pengaruh negatifnya pada pasar finansial dan dampaknya
dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan international, praktik
pencucian uang dapat mengakibatkan ketidak stabilan pada perekonomian
international, dan kejahatan terorganisir yang melakukan pencucian uang dapat juga
membuat ketidak stabilan pada ekonomi nasional. Flukturasi yang tajam pada nilai
tukar dan suku bunga mungkin juga merupakan akibat negatif dari praktik pencucian
uang. Dengan berbagai dampak negatif itu diyakini bahwa praktik pencucian uang
dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia.
Kedua, dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan
lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana
yang kadangkala sulit disita, misalnya aset yang sudah diletakkan atau sudah
dipindah tangankan pada pihak ketiga. Dengan pendekatan folow the money, kegiatan
menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana dapat dicegah dan
diberantas. Dengan kata lain, orientasi pemberantasan tindak pidana sudah beralih
dari “menindak pelakunya” kearah menyita “hasil tindak pidana”. Dibanyak negara
dengan menyatakan praktik pencucian uang sebagai tindak pidana merupakan dasar
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bagi penegak hukum untuk mempidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat
upaya penegakan hukum.
Ketiga, dengan dinyatakannya praktik pencucian uang sebagai tindak pidana
dan dengan adanya kewajiban pelaporan transaksi keuangan, maka hal ini akan lebih
memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana pencucian
uang sama kepada tokoh yang ada dibelakangnya. Tokoh ini sulit dilacak dan
ditangkap karena pada umumnya mereka tidak kelihatan pada pelaksanaan suatu
tindak pidana, tetapi banyak menikmati hasil tindak pidana.67
6. Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Umum
Penanganan tindak pidana pencucian uang sebagaimana halnya tindak pidana
lainnya yang pada umumnya ditangani kejaksaan dimulai dengan menerimaan surat
pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) berdasarkan ketentuan pasal 110 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya,
berjalan sebagaimana acara yang berlaku sesuai ketentuan dalam KUHP. Perlu
diingat bahwa tindak pidana pencucian uang ini tidak berdiri sendiri karena harta
kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu
diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang
mendahuluinya (predicate crime). Hal ini dapat kita ketahui dari rumusan pasal 2,
yaitu harta kekayaan yang asal usulnya atau diperoleh dari tindak pidana tersebut
(pasal 2 ayat (1) a-z) adalah hasil tindak pidana. Timbul suatu pertanyaan, bagaimana
67 Widjaya Tunggal Amin ,Pencegahan Pencucian Uang (Money Loundryng Prevention
,(Jakarta: Hervarindo,  2014),  h. 26.
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tindakan penanganan pencucian uang sehubungan dengan penjelasan diatas, (karena
asalnya juga dari tindak pidana)? Apakah predicate crieme diperikasa dahulu dan
dibuktikan, baru tindak pidana pencucian uangnya diperiksa? Dalam tindak pidana
pencucian uang tidak demikian karena sudah dijelaskan jawabannya, yaitu dalam
penjelasan pasal 3 ayat 1 UU no 25 tahun 2003 yang berbunyi: ”terhadap harta
kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana asalnya, untuk dapat
dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.” Artinya untuk melakukan
penyelidikan, penuntutan tindak pidana pencucian uang tidak perlu disidik dan
dituntut predicate crimenya terlebih dahulu karena titik beratnya pada tindak pidana
pencucian uang.68
7. Dampak Kejahatan Pencucian uang
Kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh organisai-organisasi kejahatan
dan oleh para penjahat individual sangat merugikan masyarakat. Karena itu banyak
negara berupaya memerangi kejahatan ini. Beberapa dampak kejahatan pencucian
uang terhadap masyarakat, yakni:
a. Pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para
penyelundup, dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan
operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk
memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para
korban atau pecandu narkotik.
68 Sjahdaeni , Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme ,
(Jakarta: Pustaka Utama  Grafiti, 2004),  h. 120.
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b. Kegiatan pencucian uang mempunyai potensi untuk merongrong keuangan
masyarakat (financial community) sebagai akibat sedemikian besarnya jumlah
uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi
menigkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.
c. Pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak
langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan
kerja yang sah.
Beberapa dampak makro ekonomis yang ditimbulkan oleh pencucian uang
adalah distribusi pendapatan. Kegiatan kejahatan mengalihkan pendapatan dari
penyimpan dana terbesar (high saver) kepada penyimpan dana terendah (low Saver),
dari investasi yang sehat pada investasi yang beresiko dan berkualitas rendah. Hal ini
membuat pertumbuhan ekonomi terpengaruh. Misalnya terdapat bukti bahwa dana
yang berasal dari tax evasions di Amerika Serikat cenderung disalurkan pada
investasi yang beresiko tinggi, tetapi memberikan hasil yang tinggi di sektor bisnis
kecil. Beberapa tax evasions yang terjadi di sektor ini terutama pada kecurangan
(fraud), penggelapan (embezelment), dan perdagangan saham melalui orang dalam
(insider trading) berlangsung secara cepat dan merupakan bisnis yang
menguntungakan di sektor bisnis kecil ini.69
69 Adrian Sutedi, Tindak Pidan Pencucian Uang , h. 56.
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Beberapa kerugian akibat pencucian uang menurut Drs. Amin Widjaja
Tunggal, Ak, CPA, MBA sebagai berikut:
a) Merongrong sektor swasta yang sah (Undermining the Legimite Private Sector)
b) Merongrong integritas pasar keuangan (Undermining the Integrity of Financial
Market). Lembaga keuangan (financial institution) yang mengandalkan dana hasil
kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas.
c) Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya
(Loss of control of economic policy).
d) Timbulnya distorsi dan ketidak stabilan ekonomi (Economic Distorion and
Instability).
e) Hilangnya pendapatan negara dri sumber pembayaran pajak (Loss of Revenue).
f) Membahayakan upaya privatisasi perusahaan negara yang dilakukan oleh
pemerintah (Risk of Privatization Efforts).
g) Menimbulkan rusaknya reputasi negara (Reputation Risk).70
8. Rezim anti Pencucian Uang
a. International
Setelah PBB mengeluarkan sejumlah konvensi mengenai anti pencucian uang,
negara-negara melanjutkan upaya gerakan international anti pencucian uang ke dalam
bentuk kerjasama yang lebih nyata dan spesifik. Sejumlah negara Eropa mengadakan
pertemuan dan melahirkan sejumlah kesepakatan international yang meliputi
pembentukan forum koordinasi dan lembaganya yang bekerja dalam waktu yang
lama dalam upaya pemberantasan dan pencegahan pencucian uang.
Berikut adalah beberapa organisasi anti pencucian uang International.
1. Egmont Group
70 Yenti Ganarsih, Kriminalisasi Pencucian Uang Money Loundryng , (Jakarta : FH UI, 2009),
h. 89.
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Egmont adalah nama sebuah tempat di Brussel Belgia dimana para badan-
badan perwakilan pemerintah dan organisasi international pada juni 1995 bertemu
untuk mendiskusikan pencucian uang dan cara untuk memeranginya. Hasil pertemuan
ini menghasilkan inisiatif pembentukan wadah yang dapat mempersatukan gerakan
international anti pencucian uang dan pembiayaan terorisme dalam sebuah wadah
yang dikenal sebagai Egmont Grup.
2. Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)
Egmont Grup menyadari bahwa forum internatonal tidaklah memadai untuk
menjaga konsistensi upaya pemberantasan dan pencegahan pencucian uang. Egmont
Grup kemudian memformalisasikan upaya pemberantasan dan pencegahan pencucian
uang pada tingkat international melalui kelembagaan institutif koordinatif. Badan itu
akan mengkoordinasikan mengevaluasi pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan
pencucian uang. Badan itu juga dapat melakukan pelabelan status, hingga
memberikan tindakan balasan pada negara-negara yang tidak dapat diajak
bekerjasama dalam memberantas dan mencega pencucian uang. Untuk itu
dibentuklah Financial Action Task Force on Money laundering (FATF) oleh
kelompok 7 Negara (G-7) dalam G-7 summit di Paris, Perancis pada bulan Juli 1989.
3. Asia Pasific Group On Money Laundering (APG)
Asia pacific group on money laundering secara resmi didirikan pada Februari
1997 di Bangkok, pada simposium pencucian uang asia-pasifik. Pembentukan APG
ini merupakan titik puncak kesadaran yang terus menguat yang dibangun oleh FATF
di seluruh dunia, termasuk dikawasan Asia Pasifik. Globalisasi dan masifisikasi
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gerakan anti pencucian uang sebagai jawaban atas canggihnya modus dan teknik dan
meluasnya pencucian uang.71
b. Domestik
Di Indonesia rezim anti pencucian uang pertama kali di mulai ketika di
Undang-Undangkannya mengenai pemberantasan dan pencegahan tindak pidana
pencucian uang. Peraturan pengenai anti pencucian uang tersebut terus berkembang
mengikuti kebutuhan dan perkembangan Indonesia.
Berikut peraturan mengenai anti pencucian uang di Indonesia:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang pemberantasan dan
pencegahan tindak pidana pencucian uang. Salah satu faktor diberlakukannya
pertaturan mengenai anti pencucian uang di Indonesia dikarenakan tuntutan
International untuk segera membuat Undang-Undang mengenai anti pencucian
uang. Indonesia sempat dimasukkan kedalam daftar hitam (black list) sebagai
negara yang tidak berkoordinasi dala pemberantasan tindak pidana pencucian
uang.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pengganti Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2002 tentang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana
pencucian uang. Setelah indonesia membuat undang-undang tentang anti
pencucian uang Indonesia belum sepenuhnya keluar dari daftar hitam (black
list) FATF dan masih dalam pengawasan. Indonesia masih terancam masuk ke
71 Yustiavandana Ivan, Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, h. 98.
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dalam daftar hitam karena undang-undang tentang anti pencucian uang yang
telah di undang-undangkan belum memenuhi kriteria yang dibentuk oleh
FATF. Karena itu indonesi segera membuat peraturan yang baru yaitu UU no
23 tahun 2003.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang
sebagai mana telah diubah dari Undang-Undang nomor 23 Tahun 2003 jo
Undang-Undang nomor 15 tahun 2002. Setelah 7 tahun indonesia telah
menjalankan Undang-Undang nomor 23 tahun 2003. Indonesia kembali
memperbaharui Undag-Undang mengenai pemberantasan dan pencegahan
pencucian uang yang di Undang-Undangkan pada tahun 2010. Ini menandakan
bahwa Indonesia dengan serius menaggapi masalah pencucian uang yang terus
berkembang di berbagai aspek.
UU terbaru ini indonesia lebih menekankan pada:
a. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan,
mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,
menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan
uang-uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul harta kekayaan.
b. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan pada setiap orang yang
menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,
57
sumbangan, penitipan, penukaran atau penggunaan harta kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) hal tersebut dianggap juga sama dengan
melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi pihak pelapor yang
melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
c. Pasal 4 UU RI Nomor 8 tahun 2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati
hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang
menyembuyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan,
pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan
pencucian uang. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang yakni mulai dari
hukuman penjara maksimum 20 tahun dengan denda paling banyak 10 miliyar
rupiah.72
9. Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak pidana pencucian uang harus diberantas karena pencucian uang
merupakan suatu kejahatan yang mengasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang
sangat besar atau asal usul harta kekayaan itu merupakan hasil kejahatan, kemudian
disembunyikan atau di samarkan dengan berbagai cara yang dikenal dengan
pencucian uang. Kejahatan ini semakin lama semakin meningkat, oleh karena itu
harus dicegah, bahkan harus diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan
72 Muljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Bina Aksara, 1983). h. 115.
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atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat di minimalisasi sehingga
stabilitas perekonomian negara dan keamanan negara terjaga. Pencucian ini
merupakan kejahatan transnasional karena melintasi batas wilayah negara-negara.
Pemberantasan ini tidak dapat di lakukan sendiri tetapi agar efektif harus di lakukan
kerja sama internasional melalui forum bilateral atau multilateral dan harus
memenuhi standar internasional.73
Beberapa lembaga yang ikut berperan dalam proses pemberantasan tidak
pidana pencucian uang.
a. Peranan Pusat dan Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana
pencucian uang di indonesia ada di tangan PPATK. Karena, jika PPATK tidak
menjalankan fungsinya dengan benar, maka efektifitas dari pelaksanaan undang-
undang PPTU tidak akan tercapai. Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK
mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. Meminta dan menerima laporan dari penyedia jasa keuangan.
2. Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan
terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah di laporkan kepada penyidik
atau penuntut umum.
3. Melakukan audit terhadap penyedia jasa keuangan mengenai kepatuhan
kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang terhadap pedoman
pelaporan menegani transaksi keuangan.
73 Utrechat Rangkaian Sari Hukum Pidana I, (Jakarta : UI Press, 1995). h. 49.
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4. Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan
yang dilakukan secara tunai.
b. Peranan Polisi dalam melakukan investigasi terhadap perkara Pencucian Uang.
Berkenaan dengan tugas penyidikan, polisi harus memperoleh alat bukti yang
akan diajukan pada jaksa untuk selanjutnya di ungkapkan di persidangan dan untuk
perkara pencucian uang bukanlah masalah mudah apalagi harus di kaitkan dengan
kejahatan asalnya. Peranan polisi juga sangat dominan manakala berkaitan dengan
pengambilan harta kekayaan, hasil tindak pidana diluar negeri. Kemudian, di bidang
teknologi informasi memunginkan kejahatan pencucian uang bisa terjadi melampaui
batas kedaulatan suatu negara. Karena itu untuk mencegah dan memberantasnya
memerlukan kerjasama antar negara.
Penyidikan juga akan semakin rumit ketika melibatkan penggunaan jasa
wiretranfersystem. Hal ini tampaknya disebabkan tuntutan efisiensi, kecenderungan
ekonomi, teknologi, dan tuntutan pasar terbuka. Sejak 1989 hampir semua negara
telah menerapkan wiretransfersystem secara internal antar bank dan lembaga
keuangan (transfering fund by electronic message between banks-wire transfer). Ini
merupakan cara untuk memindahkan dana ilegal dengan cepat dan tidak mudah
dilacak oleh jangkauan hukum, dimana sekaligus pada saat yang sama terjadilah
pencucian uang dengan cara mengacaukan audit trail. Cara ini juga sering di sebut
sebagai electronic fund transfer (EFT) atau cyber payment yang merupakan salah satu
jasa yang diberikan oleh electronic banking yang memungkinkan pembayaran
transfer berlangsung denga mobilitas tinggih dengan mengoptimalkan jaringan
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perbankan internasional (internasional of sue banking centers) sebagai lembaga
intermediasi.
Polisi juga harus menentukan fakta untuk dibuktikan jaksa yang meliputi
unsur subjektif (mens rea) dan unsur objektifnya (actus reus). Mean rea yang harus
juga di buktikan, yaitu knowledge (mengetahui atau patut menduga) dan intended
(bermaksud). Kedua unsur tersebut berkaitan dengan unsur terdakwa “mengetahui
bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan” dan “terdakwa mengetahui tentang
atau maksud untuk melakukan transaksi”. Untuk memenuhi unsur yang harus di
buktikan jaksa tersebut sangat sulit, “mengetahui atau cukup menduga apalagi
bermaksud untuk menyembunyikan hasil kejahatan, benar-benar harus di dukun
berbagai faktor terutama dari pelaku dan kebiasaan pelaku”. 74
c. Peranan jaksa dan problema pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian
Uang
Pengamatan selama Indonesia mempunyai ketentuan anti-pencucian uang,
maka tampaknya kegagalan terbesar terletak pada kelemahan jaksa dalam
membuktikan perkara ini. Masalah berawal dari penuntutan yang ternyata tidak
sederhana, pertama berkenaan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan
kejahatan lanjutan (follow up criems) sehingga ada permasalahan lain, yaitu
bagaimana dengan corecrime atau predicate offence (kejahatan utamanaya). Apakah
harus di buktikan keduanya atau cukup pencucian uangnya saja tanpa terlebih dahulu
74 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Bogor : UI, 2010). h. 91.
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membuktikan corecrime atau prdicate offencenya. Berdasarkan amanat undang-
undang, maka predicate offencenya tidak perlukan di buktikan, artinya cukup
menggunakan bukti petunjuk saja. Sebagai konsekuensinya, maka dakwaan harus di
susun secara kumulatif bukan alternatif karena antara predicate offeence dan
pencucian uang adalah dua kejahatan yang walaupun perbuatan pencucian uang
selalu harus di kaitkan dengan predicate offencenya, pencucian uang adalah kejahatan
yang berdiri sendiri (as a separate crime). Dengan demikian, dalam mendakwa tindak
pidana pencucian uang, misalnya, berkaitan dengan dakwaan, maka predicate offence
dan follow up crimenya didakwakan sekaligus.
Terhadap tiga dakwaan bisa saja tunggal, yaitu ketiga seseorang melakukan
proses pencucian uang atas hasil kejahatan dimana pelaku tidak terlibat langsung
dengan kejahatan, tetapi dia patut menduga bahwa uang tersebut berasal dari
kejahatan. Untuk pelaku ini tidak harus di pertanggung jawabkan predicate offence,
tetapi hanya tindak pidana pencucian uangnya. Selanjutnya, masih ada dakwaan
tunggal untuk tindak pidana pencucian uang yang tidak harus di kaitkan dengan
predicate offencenya. Dalam hal ini, misalnya, pelaku hanya berkenaan dengan
dakwaan, dimana pelaku hanya di pertanggung jawabkan atas perbuatan pencucian
uang pasif, yaitu menerima dan lain-lain atas harta kekayaan yang di ketahui atau
patut diduga bahwa harta tersebut berasal dari kejahatan. Dalam hal pelaku hanya
berkaitan, maka dakwaanya bersifat tunggal atau di dakwa alternatif dengan pasal




Dalam penelitian ini membahas mengenai upaya perbankan syariah dalam
mencegah tindak pidana pencucian uang pada Bank Sulselbar Syariah Cabang
Makassar, salah satu upaya untuk menganalisa hal tersebut adalah dengan melakukan
penelitian dengan menggunakan metodelogi penelitian yang bersifat deskriptif
kualitatif dimana nantinya peneliti akan mengetahui sejauh mana peranan Bank
Suselbar Syariah dalam mencegah tindak pidana pencucian Uang.
Untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah peneliti melakukan
pengumpulan data dengan cara menelusuri dokumen-dokumen yang ada sangkut
pautnya dengan penelitian, seperti dokumen yang berkaitan dengan nasabah, dan
standar operasional perusahaan (SOP). Selain itu peneliti melakukan pengumpulan
data dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan dengan memperhatikan
upaya Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar dan peranannya dalam mencegah
tindak pidana pencucian uang.
Setelah melakukan dokumentasi dan observasi langkah terakhir yang peneliti
lakukan adalah melakukan wawancara dengan bertanya langsung kepada responden
yang kompoten. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara bebas
terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas, dalam arti responden
diberi kebebasan menjawab, akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak
menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.
Setelah melakukan pengumpulan data maka langkah terakhir yang dilakukan
dalam penelitian ini adalah melakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan
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dilakukan secara cermat dan melakukan beberapa verifikasi berupa tinjauan ulang
pada catatan-catatan data yang di dapatkan. Dalam penelitin ini analisis yang
digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menelaah secara kritis
dan mendalam tentang upaya perbankan syariah dalam mencegah tindak pidana




A. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan(kualitatif)
yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke lapangan, dan menggunakan
penelitian kualitatif  yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
dengan melakukan pengamatan pada objek penelitian dan kemudian di analisis.
Dalam hal ini terhadap PT Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar, untuk
mengetahui secara jelas tentang tindak pidana pencucian uang.
Sifat penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan
tentang realita dan mengkaji mendalam bahan hukum, kemudian menganilasa
dengan menggunakan hukum Islam untuk menghasilkan kesimpulan yang ilmiah.
B. Metode pendekatan
Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian adalah:
menggunakan pendekatan normatif, artinya dengan melihat bagaimana penegakan
hukum dalam pemberantasan tidak pidana pencucian uang.
C. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan di PT Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar yang
terletak di Jln. Dr.Ratulangi No.7 Ruko C1-C2,Makassar. Adapun penelitian ini
dilaksanakan selama dua bulan, awal bulan Agustus.
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D. Tehnik Pengumpulan Data
a. Dokumentasi
Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan
melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau
oleh orang lain tentang subjek. Metode dokumentasi ini digunakan untuk
mendapatkan data guna melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh. Dokumen
yang dimaksud dalam peneletian ini meliputi segala bentuk arsip yang terkumpul saat
penelitian sedang berlangsung, baik itu data secara lisan, tertulis, maupun gambar
atau foto
b. Observasi
Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang komplek, dimana
peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.Observasi merupa
kan alat pengumpul data, yakni dengan melihat dan mendengarkan.75 Observasi yang
peneliti lakukan adalah observasi partisipasi aktif, artinya peneliti ikut melakukan apa
yang dilakukan oleh narasumber tetapi belum sepenuhnya.76 Dalam hal ini, peneliti
melakukan pengamatan secara langsung serta ikut terjun ke lapangan dan mencatat
kejadian-kejadian yang berkaitan dengan upaya perbankan syariah dalam
pencegahan tindak pidana pencucian uang di PT.Bank Sulselbar Syariah Cabang
Makassar.
75 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, (Bandung :Tarsito, 1992 ), h. 66
76 Sugiyono, Metode..., 312.
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c. Wawancara
Upaya memperoleh informasi atau data yang digunakan dengan bertanya
langsung kepada responden. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara bebas,
dalam arti responden diberi kebebasan menjawab. Akan tetapi dalam batas-batas
tertentu agar tidak menyimpan dari panduan wawancara yang telah disusun. Metode
ini peneliti gunakan untuk memperoleh data dengan cara mengadakan wawancara
dengan bapak   Rinaldy Auzhari selaku pemimpin seksi akuntansi dan ibu Zuh Abdul
Rasyid selalu seksi  pelayanan umum yang peneliti anggap berkompeten untuk
menjawabnya, untuk lebih memperdalam  data-data yang diperoleh dari observasi.
E. Sumber data
1. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan yang
mengunakan semua metode pengumpulan data original. Data primer diperoleh
dari lokasi yang secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan
pengurus PT Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar.
2. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul
data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder
tersebut teredia dalam bentuk laporan-laporan yang tertulis, peta dan dokumen
resmi lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
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F. Tehnik Pengelolaan dan Analisis Data
Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang ditetapkan penulis maka analisis
data yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa tahapan yang
dijelaskan Miles dan Huberman (1984)77
Gambar 1.1.: Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman
1. Pengumpulan data baik melalui observasi langsung di lapangan kemudian
wawancara mendalam terhadap informan yang compatible terhadap penelitian
untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar memperoleh data sesuai
dengan yang diharapkan. ataupun dengan menelaah literatur-literatur yang
berhubungan dengan penelitian.
2. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan dari catatan-catatan yang diperoleh dari pengumpulan data.
3. Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks
naratif atau grafik jaringan yang bertujuan  mempertajam pemahaman
77 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods).






penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam uraian
penjelasan.
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan
dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang
pada  catatan-catatan data yang didapatkan. Dimana dalam Analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan




Pengujian keabsahan dalam metode penelitian kualitatif menggunakan
validitas internal pada aspek nilai kebenaran, pada penerapannya ditinjau dari
validitas eksternal, dan realibilitas pada aspek konsistensi, serta obyektivitas pada
aspek naturalis. Adapun pada penelitian ini, tingkat keabsahahan ditekankan pada
data yang akan diperoleh pada lapangan tempat meneliti.
2. Triangulasi
Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik
Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam
pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap
objek penelitian Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang
berbeda, yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan
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untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Selain itu
triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap
data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.
Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui
sumber lain. Model triangulasi diajukan untuk menghilangkan dikotomi antara
pendekatan kualitatif dan kuantitatif sehingga benar-benar ditemukan teori yang
tepat. Tujuan umum dilakukan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan
teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari sebuah riset. Dengan demikian
triangulasi memiliki arti penting dalam menjembatani dikotomi riset kualitatif dan
kuantitatif, sedangkan pengumpulan data triangulasi (triangulation) melibatkan
observasi, wawancara dan dokumentasi. Penyajian data merupakan kegiatan
terpenting yang kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai
sekumpulan informasi yang tersusun member kemungkinan adanya penarikan
kesimpulan dan pengambilan tindakan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah PT Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar
Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar pada
tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi
Selatan Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95
tanggal 23 Januari 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman No. 67
tanggal 13 Juli 1961 nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan
Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.
Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 002
tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi
Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi
Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp250.000.000. Dengan pemisahan antara
Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Propinsi Tingkat I Sulawesi
Tenggara, maka pada akhirnya Bank berganti nama menjadi Bank Pembangunan
Daerah Sulawesi Selatan.
Dengan lahirnya Peraturan Daerah No. 01 tahun 1993 dan penetapan modal
dasar menjadi Rp25 milyar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan
sebutan Bank BPD Sulsel dan berstatus Perusahaan Daerah (PD). Selanjutnya dalam
rangka perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas
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(PT) diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2003 tentang Perubahan Status
Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari PD menjadi
PT dengan Modal Dasar Rp. 650 milyar. Akta Pendirian PT telah mendapat
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat
Keputusan No. C-31541.HT.01.01 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pengesahan
Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan
disingkat Bank Sulsel, dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia
No. 13 tanggal 15 Februari 2005, Tambahan No. 1655/2005.
Pada tanggal 10 Februari 2011, telah dilakukan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dilakukan secara circular
resolution dan Keputusan RUPS LB tersebut telah disetujui secara bulat oleh para
pemegang saham. Keputusan RUPS LB tersebut telah dibuatkan aktanya oleh Notaris
Rakhmawati Laica Marzuki, SH dengan Akta Pernyataan Tentang Keputusan Para
Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
Terbatas PT. Bank Sulsel, Nomor 16 Tanggal 10 Februari 2011. Dimana dalam
Akta tersebut para pemegang saham memutuskan untuk merubah nama PT. Bank
Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT. Bank Sulsel menjadi PT.
Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank
Sulselbar.
Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-11765.AH.01.02. Tahun 2011
Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Disamping itu,
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perubahan nama ini juga telah memperoleh Persetujuan Bank Indonesia berdasarkan
kepada Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 13/32/KEP. GBI/2011 Tentang
Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Selatan Disingkat PT. Bank Sulsel Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT.
Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Disingkat PT. Bank
Sulselbar
2. Lokasi PT Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar.
PT Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar terletak di Jln. Dr. Sam
Ratulangi No. 07, Kecamatan Makassar, Sulawesi Selatan (depan Bank Panin),
telepon +62411 - 859 171, dengan bangunan fisik berlantai 2.
Gambar 1.2. Peta Lokasi PT Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar
Sumber: Google Maps
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PT Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar terletak di Jln. Dr. Sam
Ratulangi No. 07, dan berbatasan dengan:
a. Sebelah utara berbatasan dengan Bringin Life.
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Bank Panin.
c. Sebelah timur berbatsan dengan Hotel Grand Celino.
d. Sebelah barat berbatasan dengan Mall Ratu Indah (Mari).
3. Identitas Perusahaan
Bank Sulselbar merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang kepemilikan
sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Su-lawesi Barat.
Bank Sulselbar kini telah tumbuh menjadi Bank Umum beraset Rp10.003.340 juta
dengan jaringan kantor mencapai 87 kantor yang tersebar di wilayah Sulawesi Selatan
dan Sulawesi Barat serta 1 (satu) kantor cabang konvensional di Jakarta. Bank
Sulselbar memiliki sumber daya manusia 1.163 karyawan serta beragam produk dan
layanan perbankan kepada lebih dari 377.546 nasabah dana dan 80.022 nasabah
kredit. Identitas perusahaan adalah sebagai berikut:
Nama Perusahaan : PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan &
Sulawesi Barat
Nama Panggilan : PT Bank Sulselbar
Bidang Usaha : Perbankan
Kelompok Usaha : Bank Umum Kelompok Usaha 2
Kantor Pusat : Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16 Makassar
Kode Pos : Makassar, 90125
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Homepage : www.banksulselbar.co.id
Telepon : +62411 - 859 171 (Hunting)
Faksimili : +62411 - 859 178
Call Center : 1500855
Dasar Hukum Pendirian : Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95 tanggal
23 Januari 1961
Tanggal Didirikan : 13 Januari 1961
Tanggal Beroperasi : 13 Januari 1961
Hasil Pemeringkatan : idA (Single A, Stable Outlook)
Modal : Dasar Rp1,6 Triliun







Kami selalu meningkatkan kemampuan untuk menjadi ahli dibidangnya agar
dapat memahami arah dan tujuan kerja, bertanggung jawab terhadap hasil yang
dicapai dan menghasilkan kinerja yang cepat tepat dan akurat.
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Perilaku Utama:
1) Memahami tugas dan tanggung jawab secara utuh dan kaitannya dengan
sasaran yang lebih besar.
2) Bertindak cermat dengan melakukan check & re-check pada setiap kesempatan.
3) Bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan.
4) Memberikan hasil kerja dengan kualitas terbaik pada setiap kesempatan.
5) Menggunakan waktu kerja dengan efektif dan efisien.
6) Aktif mengembangkan diri dari waktu ke waktu sesuai bidang pekerjaan.
b. Inovasi
Nilai:
Kami mengembangkan ide baru untuk menghasilkan sistem, teknologi,
produk dan layanan unggulan dan dapat memberikan nilai tambah kepada stakeholder
dan siap untuk mengantisipasi perubahan.
Perilaku Utama
1) Berpikir di luar kerangka kelaziman untuk menemukan solusi terbaik.
2) Mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang untuk menghasilkan pengemban-
gan sistem, teknologi, produk dan layanan unggulan.
3) Mengikuti perkembangan jaman dan kemajuan teknologi.
4) Terbuka terhadap ide-ide baru yang membangun.
5) Proaktif dalam mengantisipasi perubahan.




Kami meningkatkan sinergi antar individu, unit kerja dan institusi dengan
membagi fungsi dan peran yang sesuai serta tetap memperhatikan hubungan baik
antar individu dengan prinsip kesetaraan untuk mencapai sasaran perusahaan.
Perilaku Utama
1) Melakukan koordinasi anggota tim sesuai fungsi, peran dan tanggung jawab
masing-masing untuk menyelesaikan pekerjaan.
2) Berkomunikasi dengan efektif terhadap anggota tim maupun unitunit kerja
terkait.
3) Selalu siap membantu satu sama lain untuk mencapai kepentingan bersama.
4) Saling menghargai perbedaan pendapat yang ada sebagai peluang untuk
mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan tujuan.
5) Menerima dan memberikan kritik dengan baik.
6) Saling menghormati dan mengapresiasi.
d. Integritas
Nilai:
Kami berpegang teguh pada etika bisnis perusahaan, jujur, satunya





2) Satunya kata dengan perbuatan
3) Berani menindak atau melaporkan segala bentuk penyimpangan
4) Menjaga rahasia perusahaan
5) Mengemukakan data dan informasi secara akurat dan benar




Kami meningkatkan sinergi antar individu, unit kerja dan institusi
dengan membagi fungsi dan peran yang sesuai serta tetap memperhatikan
hubungan baik antar individu dengan prinsip kesetaraan untuk mencapai sasaran
perusahaan.
Perilaku Utama:
1) Memberikan layanan dengan sepenuh hati.
2) Menjiwai pekerjaan dengan berperilaku 5S (senyum, salam, sapa, sopan,
santun) setiap saat.
3) Memberikan nilai tambah kepada nasabah.
4) Memberikan solusi layanan yang cepat dan akurat.
5) Menjalankan standard layanan dengan konsisten.
6) Memahami kebutuhan dan keinginan nasabah.
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5. Struktur Organisasi
6. Visi, Misi dan Semboyan
a. Visi
“Menjadi Bank Kebanggaan dan Pilihan Utama Membangun Kawasn Timur
Indonesia”
b. Misi
1. Memberikan Pelayanan Prima Yang Berkualitas dan Terpercaya.
2. Mitra Strategis PEMDA Dalam Mengerakkan Sektor Riil.




B. Upaya PT Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar Dalam Mencegah
Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang.
Perbankan di Indonesia sendiri merupakan lahan subur untuk praktik
pencucian uang. Ratusan kasus terjadi setiap tahun dengan modus yang semakin
canggih dan rumit. Kejahatan transnasional ini memang menjadi hal yang
menakutkan bagi semua negara dan jaringan perbankan global. Lembaga perbankan
dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk membersihkan dana hasil kejahatan mereka
Pencucian uang merupakan upaya membersihkan dana hasil kejahatan dengan cara
menyembunyikan, menyamarkan, atau mengamburkan melalui kliring-kliring
lembaga keuangan atau perbankan. Tujuannya agar dana haram tersebut seolah-oleh
merupakan uang halal hasil kegiatan yang legal. Sayangnya aksi ini sulit dijerat dan
dibuktikan.
Membersihkan praktik pencucian uang bukanlah hal yang mudah, Modus
operansinya semakin kompleks dengan memanfaatkan teknologi dan rekayasa
keuangan yang rumit. Seperti modus layering yang sulit dideteksi karena uang yang
ditempatkan di bank berulang kali dipindahkan ke bank lain, baik antar-negara
maupun lintas negara. Untuk mendeteksinya, dibutuhkan dukungan sistem teknologi
informasi yang sangat memadai. Selain itu untuk mengurangi praktik pencucian uang
ini juga dibutuhkan dukungan bank. Bahkan, bank seharusnya pada garis terdepan
selain itu dukungan dari pemerintah  juga sangat berpengaruh dalam mencegah tindak
pidana pencucian uang. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang UU No. 23
Tahun 1999:
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“Bank Indonesia adalah bank sentral yang memiliki tugas dan tanggung jawab
sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Sesuai UU tersebut, Bank Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab utama
menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan
tersebut, Bank Indonesia memiliki kewenangan menetapkan kebijakan moneter,
memelihara dan mengatur system pembayaran dan mengatur serta mengawasi
bank. Dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan bank, sesuai
UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No.10 tahun 1998 Bank
Indonesia memiliki kewenangan memberikan izin, mengatur, mengawasi dan
memberikan sanksi terhadap bank (Bank Umum dan BPR)”.78
Masalah tindak pidana pencucian uang dewasa ini sudah merupakan isu
global di seluruh dunia yang memerlukan kerjasama di antara seluruh negara untuk
menanggulanginya. Perbankan sebagai lembaga jasa keuangan merupakan media
yang sangat penting dalam praktik terjadinya tindak pidana pencucian uang, karena
organisasi kejahatan membutuhkan pengelolaan arus kas keuangan dengan cara
menempatkan dananya dalam kegiatan usaha perbankan sehingga mereka tidak perlu
menginvestasikan dananya kembali dalam kegiatan kejahatan.
“Bapak Reinaldi Azhari mengatakan bahwa Undang-undang yang terkait tindak
pidana pencucian uang di perbankan itu, selalu Bank Indonesia (BI), khususnya
OJK itu selalu sinergi dengan pemerintah dimana BI sebagai Bank regulator
sebagai perwakilan pemerintah selalu melakukan sosialisasi termasuk tindak
pidana pencucian uang itu ada pengawasannya juga disini, jadi ada semacam
reportnya”.79
Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu upaya pemerintah
dalam mencegah dan mengurangi tindak pidana pencucian uang Bank Indonesia (BI)
sebagai Bank Regulator perwakilan pemerintah selalu melakukan sosialisasi tentang
78 UU tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang
79 Hasil Wawancara Bersama Pimpinan Seksi Akuntansi PT Bank Sulselbar Syariah Cabang
Makassar pada tanggal 20/09/2016 pukul 14:33 di kantor PT Bank Sulselbar Syariah.
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tindak pidana pencucian uang bahkan pemerintah melakukan pengawasan dan
meminta laporan kegiatan transaksi yang dilakukan setiap perbankan setiap bulannya.
“Bapak Reinaldi Azhari mengatakan bahwa Pihak perbankan berkewajiban
melaporkan apabila ada transaksi yang mencurigakan dan dilaporkan secara
rutin melalui group manajemen resiko”.80
Apabila ada transaksi yang mencurigakan yang terjadi di PT. Bank Sulselbar
Syariah Cabang Makassar maka akan dilaporkan kepada pihak group manajemen
resiko, dimana semua resiko-yang terjadi di perbankan termasuk resiko tindak pidana
pencucian uang, di bagian inilah yang meneruskan laporan tindak pidana pencucian
uang  ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setelah itu OJK yang sinergikan dengan
pemerintah.
Banyak cara untuk melacak terjadinya tindak pidana pencucian uang,
Sebelum melakukan pelaporan, Penyedia Jasa Keuangan setidaknya harus melakukan
identifikasi karena metode yang digunakan oleh para pelaku kejahatan pencucian
uang dapat dikatakan tidak terbatas, sehingga kadang-kadang tidak mudah
mengidentifikasikan transaksi keuangan yang mencurigakan. Dibutuhkan satu
judgment atas dasar fakta-fakta yang kuat dan bukan hanya sekadar tidak adanya
suatu informasi tertentu dari nasabah. Ketetapan ditentukan oleh kelengkapan
informasi nasabah dan transaksi yang dilakukan, pelatihan dan pengalaman dari
karyawan atau pejabat Penyedia Jasa Keuangan.
“Seperti yang diakatakan oleh Bapak Aldi bahwa untuk mengantisipasi
terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah deteksi sejak dini, yaitu pada
pada saat profil nasabah mau buka rekening dan sudah dilengkapi dengan
80 Hasil Wawancara 20/09/2016.
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berbagai formulir untuk mengetahui apa pekerjaan nasabah, berapa
penghasilanya setiap bulannya dari situlah kita dapat mendeteksi dini apabila
akan terjadi tindak pidana pencucian uang nantinya”.81
Proses deteksi dini dilakukan oleh orang yang ahli dibidangnya, mendeteksi
dini sangatlah penting untuk mengetahui sebuah tindak pidana pencucian uang yang
akan terjadi dimasa yang akan datang, dengan deteksi dini pihak perbankan bisa
mengetahui ketidak selarasan jumlah pendapatan nasabah dengan uang yang di
depositkan oleh nasabah karena pada saat proses pembukaan rekening pihak bank
harus mengetahui pekerjaan nasabah, asal dana yang akan di depositkan oleh nasabah
agar pihak bank mengetahui kejelasan dana yang akan didepositkan.
Memperoleh keyakinan bahwa calon nasabah adalah orang yang sebenarnya
sesuai dengan informasi yang diberikan maka pihak PT Bank Sulselbar Syariah
Cabang Makassar memastikan informasi yang diperoleh memadai tentang:
1. Informasi tentang sifat, usaha dan aktivitas nasabah.
2. Informasi tentang pola transaksi yang akan dilakukan oleh nasabah.
Selain itu pihak PT Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar melakukan
pengelompokan nasabah berdasarkan tingkat resiko, sebagai berikut:
1) Identitas nasabah.
2) Lokasi usaha nasabah.
3) Profil nasabah.
4) Jumlah dan transaksi.
5) Kegiatan usaha nasabah.
81Hasil Wawancara 20/09/2016.
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6) Struktur kepemilikan nasabah perusahaan, dan informasi lainnya yang dapat
digunakan untuk mengukur tingkat resiko nasabah.
C.Mekanisme penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Di PT Bank
Sulselbar Syariah Cabang Makassar
“Bapak Reinaldi Azhari mengatakan bahwa Proses penanganan perkara tindak
pidana pencucian uang secara umum tidak ada bedanya dengan penanganan
perkara tindak pidana lainnya. Hanya saja, dalam penanganan perkara tindak
pidana pencucian uang melibatkan satu institusi yang relatif baru yaitu
PPATK”.82
Keterlibatan PPATK lebih pada pemberian informasi keuangan yang bersifat
rahasia kepada penegak hukum terutama kepada penyidik tindak pidana pencucian
uang, yaitu penyidik Polisi. Proses penanganan tersebut adalah sebagai berikut :
a. Peran Penyedia Jasa Keuangan (PJK), FIU dan Masyarakat Peran utama PJK, FIU
negara lain dan masyarakat dalam penanganan perkaran pencucian uang adalah
memberikan informasi awal. Laporan dan informasi tersebut :
1. Laporan dari PJK sebagaimana telah disinggung dalam uraian sebelumnya
bahwa sesuai Pasal 13 UU TPPU, diatur kewajiban pelaporan PJK kepada
PPATK berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau
Suspicious Transaction Report (STR) dan Laporan Tranksaksi Keuangan Tunai
(LTKT) atau Cash Transaction Report (CTR) kepada PPATK. Di dalam
internal PPATK, laporan-laporan ini diterima oleh Direktorat Kepatuhan, untuk
selanjutnya diteruskan ke Direktorat Analisis setelah melalui pengecekan
82 Hasil Wawancara 20/09/2016.
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kelengkapan laporan dimaksud. Sesuai Pasal 1 angka 7 UUTPPU, LTKM
adalah :
1) transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan
pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.
2) transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan
untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib
dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-
undang.
3) transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan
harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
Apabila PJK mengetahui salah satu dari 3 (tiga) unsur transaksi keuangan
mencurigakan, sudah cukup bagi PJK untuk menyampaikannya kepada PPATK
sebagai LTKM. LTKM ini sifatnya lebih pada informasi transaksi keuangan dan
belum memiliki kualitas sebagai indikasi terjadainya tindak pidana. PJK tidak
memiliki kapasitas untuk menilai suatu transaksi memiliki indikasi pidana. Oleh
karena itu PPATK berkewajiban untuk melakukan analisis LTKM ini untuk
mengidentifikasi ada tidaknya indikasi pidana pencucian uang dan tindak pidana
lainnya.
Untuk melakukan analisis ini, salah satu data pendukungnya adalah
LTKT dari PJK. Dalam kaitan ini, maka didalam penanganan perkara tindak pidana
pencucian uang peran PJK sangat membantu baik di dalam memberikan keterangan
mengenai nasabah maupun simpanannya, dan membantu PPATK dan instansi
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penegak hukum untuk mentrasir aliran dana dari pihak yang dimintakan oleh PPATK
dan instansi penegak hukum.
2. Laporan dari masyarakat walaupun UU tidak mengatur kewenangan PPATK
untuk menerima informasi dari masyarakat, namun berbagai informasi adanya
indikasi tindak pidana sering diterima PPATK. Atas informasi ini, Direktorat
Hukum PPATK melakukan analisis untuk mengidentifikasi ada tidaknya
indikasi pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya.
3. Informasi dari aparat penegak hukum Dalam penanganan suatu perkara oleh
penyidik, seringkali harta kekayaan hasil tindak pidana terindikasi oleh
pelakunya disembunyikan atau disamarkan melalui berbagai perbuatan
khususnya melalui institusi keuangan seperti : penempatan pada bank dalam
bentuk deposito, giro atau tabungan serta pentransferan ke bank lainnya
pembelian polis asuransi pembelian surat berharga pasar uang dan pasar modal
atau perbuatan lain seperti membelanjakan, menukarkan atau dibawa ke luar
negeri.
4. Informasi dari Financial Intelligence Unit negara lain Berdasarkan hasil analisis
PPATK, banyak informasi penting dari FIU negara lain yang menghasilkan
kasus pencucian uang dan kasus pidana lainnya. Informasi ini baik diminta atau
tidak diminta sesuai dengan standar pertukaran informasi dalam prinsip
paguyuban FIU seluruh dunia yang tergabung dalam suatu wadah yang dikenal
dengan Egmont Group.
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b. Peran PPATK antaraa lain mengumpulkan, menyimpan, menganalisis,
mengevaluasi laporan dan informasi-informasi di atas. Di samping itu, PPATK dapat
memberikan rekomendasi kepada Pemerintah sehubungan dengan pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melaporkan hasil analisis terhadap
transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian
untuk kepentingan penyidikan dan Kejaksaan untuk kepentingan penuntutan dan
pengawasan, membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan analisis
transaksi keuangan dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan bagi
Penyedia Jasa Keuangan (PJK).
Melakukan analisis, PPATK mengumpulkan informasi dari berbagai pihak
baik dari FIU negara lain maupun dari instansi dalam negeri yang telah atau belum
menandatangani MOU dengan PPATK agar hasil analisis tersebut memiliki nilai
tambah untuk kemudahan proses penegakan hukum. Pada dasarnya dalam kegiatan
analisis adalah kegiatan untuk menghubungkan (”association)” antara uang atau harta
hasil kejahatan dengan kejahatan asal melalui identifikasi transaksi-transaksi yang
dilakukan, yang pada akhirnya akan mempermudah aparat penegak hukum untuk
menjerat si penjahat.
“Proses pendeteksian kegiatan pencucian uang baik pada
tahap placement, layering maupun integration akan menjadi dasar untuk
merekontruksi asosiasi antara uang atau harta hasil kejahatan dengan si
penjahat. Apabila telah terdeteksi dengan baik, proses hukum dapat segera
dimulai baik dalam rangka mendakwa tindak pidana pencucian uang maupun
kejahatan asalnya yang terkait” 83
83 Hasil Wawancara Bersama Pimpinan Seksi Pelayanan PT Bank Sulselbar Syariah Cabang  Makassar
Pada tanggal 22/09/2016 Pukul 15:02 dikantor PT Bank Sulsebar Syariah.
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Menjadi alasan utama mengapa PJK di wajibkan melaporkan transaksi
keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai. Sedangkan Pasal 27 UUTPPU
memberikan kewenangan kepada PPATK antara lain: meminta dan menerima laporan
dari PJK, meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan
terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau
penuntut umum. Dari tugas dan wewenang tersebut di atas terdapat dua tugas utama
yang menonjol dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana pencucian
uang, yaitu tugas mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tugas
membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak
pidana yang melahirkannya khusunya korupsi. Atas dasar laporan tersebut dan
informasi lainnya, PPATK melakukan analisa (mendeteksi tindak pidana pencucian
uang) kemudian menyerahkan laporan hasil analisisnya kepada pihak Kepolisian dan
Kejaksaan. Untuk memperoleh laporan dan hasil deteksi atau analisa yang baik
PPATK harus menjalin kerjasama yang baik dengan penyedia jasa keuangan dan
instansi terkait lainnya atau dengan FIU dari negara lain. Selanjutnya dalam proses
penegakan hukum, PPATK dapat melakukan kerjasama dan membantu pihak
penyidik dan penuntut umum dengan informasi yang dimiliki.
Setelah menerima hasil analisis dari PPATK, penyidik kepolisian selanjutnya
melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan tidan pidana
pencucian uang dengan mendasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana seperti proses penanganan tindak pidana lainnya, kecuali yang secara khusus
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diatur dalam UU TPPU. Ketentuan-ketentuan khusus ini tentu memberikan
keuntungan atau kemudahan bagi penyidik, yaitu :
a. Dari hasil analisis PPATK yang bersumber dari berbagai laporan atau informasi,
seperti LTKM, LTKT dan laporan pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar
wilayah RI, akan sangat membantu penegak hukum dalam mendeteksi upaya
penjahat untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau harta yang
merupakan hasil tindak pidana korupsi pada sistem keuangan atau perbankan.
b. Perlindungan saksi dan pelapor dalam tindak pidana pencucian uang pada setiap
tahap pemeriksaan: penyidikan, penuntutan dan peradilan, sehingga mendorong
masyarakat untuk menjadi saksi atau melaporkan tindak pidana yang terjadi. Hal
tersebut mengakibatkan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang
menjadi lebih efektif. Perlindungan ini antara lain berupa kewajiban merahasiakan
identitas saksi dan pelapor dengan ancaman pidana bagi pihak yang
membocorkan dan perlindungan khusus oleh negara terhadap kemungkinan
ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya termasuk keluarganya.
c. Ketentuan mengenai hukum acara (proses hukum) tersebut sengaja dibuat secara
khusus karena tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana baru yang
memiliki kharakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada
umumnya. Hal ini tercermin dari ketentuan mengenai pemblokiran harta kekayaan,
permintaan keterangan atas harta kekayaan, penyitaan, alat bukti dan tata cara
proses di pengadilan. Nilai atau besarnya harta kekayaan yang diblokir adalah
senilai atau sebesar harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari
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hasil tindak pidana. Bunga atau penghasilan lain yang didapat dari dana/harta
kekayaan yang diblokir dimasukkan dalam klausula Berita Acara pemblokiran
Dalam hal dana dalam suatu rekening jumlahnya lebih kecil dari jumlah dana yang
diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, maka yang diblokir hanya
sebesar dana yang ada dalam rekening dimaksud pada saat pemblokiran.
Sebaliknya, apabila dana yang ada dalam rekening lebih besar dari nilai yang
diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana, maka yang diblokir
hanya sebesar dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak
pidana.Oleh karena yang diblokir bukanlah suatu rekening, melainkan harta
kekayaan senilai atau sebesar yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil
tindak pidana, maka aktifitas rekening tidak terganggu, dengan ketentuan jumlah
dana yang diblokir dalam rekening tersebut tidak boleh berkurang.Jumlah dana
yang ada pada rekening untuk sementara diblokir seluruhnya dengan syarat
Penyidik/PU/Hakim dalam surat perintah pemblokiran dan Berita Acara
Pemblokiran harus menyebutkan mengenai “kepastian jumlah harta
kekayaan/uang yang seharusnya diblokir, masih dalam proses penyidikan dan
hasilnya akan diberitahukan kemudian.”Mengenai tata caranya, perintah
pemblokiran dibuat secara tertulis dan jelas dengan menyebutkan point-point yang
telah diatur. Permintaan keterangan (membuka rahasia bank)Sebagaimana telah
diuraikan di atas, untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan tentang
Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau
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terdakwa, tidak diperlukan permohonan dari Kapolri/Jaksa Agung/Ketua
Mahkamah Agung untuk meminta izin dari Gubernur BI.
Kegiatan pencucian uang dapat menurunkan integritas lembaga keuangan dan
kehidupan sosial-ekonomi dan struktur politik masyarakat suatu negara, bahkan di
tingkat regional. Bisnis keuangan ilegal dapat merusak kompetisi yang sehat dan
menghambat penerimaan pajak untuk kepentingan umum. Uang yang digunakan
dalam pencucian uang juga dimungkinkan untuk membiayai hal-hal lainnya, seperti
membeli persenjataan, Narkotika, melakukan penculikan, terorisme dan sebagainya.
Namun, Indonesia masih tidak mampu sepenuhnya mencegah dan mengatasi
kejahatan tersebut karena berbagai aspek, yaitu ;
1) Lemahnya Penegakan Hukum.
2) Kurangnya pengetahuan tentang tindak pidana pencucian uang oleh
Masyarakat.
3) Lambatnya proses Legislasi peraturan pencucian uang
“Ibu Zuh mengatakan bahwa di dalam keadaan sehari-hari di lapangan banyak
kendala-kendala atau bisa dibilang hambat-hambatan dalam mencegah
terjadinya tindak pidana pencucian uang antara lain: adanya kebijakan
perbankan bahwa seseorang boleh menyimpan uang disuatu bank di luar negeri
dengan memakai nama samaran, adanya kerahasiaan bank, kurangnya sarana
dan prasarana aparat penegak hukum di Indonesia serta kurangnya kesadaran
dari masyarakat itu sendiri”.84
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mencegah
tindak pidana pencucian uang oleh karena itu pemerintah dan penegakan hukum
sangat diperlukan untuk membantu perbankan dalam mengatasi tindak pidana
84 Hasil Wawancara 22/09/2016
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pencucian uang karena di zaman ekarang motif dan tehnologi sangat canggih untuk





1. Salah satu upaya PT Bank Sulselbar Syariah untuk Mencegah terjadinya tindak
pidana pencucian uang adalah mendeteksi sejak dini, yaitu pada pada saat profil
nasabah mau buka rekening dan sudah dilengkapi dengan berbagai formulir
untuk mengetahui apa pekerjaan nasabah, berapa penghasilannya setiap
bulannya dari situlah kita dapat mendeteksi dini apabila akan terjadi tindak
pidana pencucian uang nantinya. Proses deteksi dini dilakukan oleh orang yang
ahli dibidangnya, mendeteksi dini sangatlah penting untuk mengetahui sebuah
tindak pidana pencucian uang yang akan terjadi dimasa yang akan datang.
2. Proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang secara umum tidak
ada bedanya dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya. Hanya saja,
dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang melibatkan satu
institusi yang relatif baru yaitu PPATK. Keterlibatan PPATK lebih pada
pemberian informasi keuangan yang bersifat rahasia kepada penegak hukum
terutama kepada penyidik tindak pidana pencucian uang, yaitu penyidik Polisi.
B. Saran
1. Untuk memperkuat rejim anti pencucian uang di Indonesia, upaya yang harus
dilakukan adalah memperkuat empat pilar rejim. Keempat pilar tersebut adalah:
pertama, hukum dan peraturan perundang-undangan; kedua, teknologi sistem
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informasi dan sumber daya manusia; ketiga, analisis dan kepatuhan; dan keempat,
kerjasama dalam negeri dan internasional.
2. Perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh penyedia jasa keuangan dan
masyarakat khususnya nasabah bank baik dalam rangka mematuhi ketentuan yang
diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
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